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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR | TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

:a

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur berjalan
secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, perlu dilalkukan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

bahwa untuk tertib dalam pelaksanaan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan
Pedoman;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan ™

Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran
Negara Republik I[ndonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041); €&
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimalksud dengan :

1.

2.
3.

=5 o B

10.

i

12.

13.

14.

i S

Menteri adalah menteri yang menvelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daeah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Kabupaten/K{ota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan
dan  kegiatan vang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Umum adalah kegiatan pengawasan untuk memastikan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan/atau DPRD
kabupaten/kota  dalam rangka  dukungan pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengawasan Teknis adalah kegiatan pengawasan terhadap teknis
pelaksanaan substansi urusan pemerintahan vyang dilimpahkan ke
Kabupaten/Kota untuk memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Program Kerja Pengawasan Tahunan vang selanjutnya disingkat PKPT
adalah Rencana pengawasan tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur yang disusun berpedoman pada perencanaan pengawasan
nasional.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah vang selanjutnya disingkat APIP
adalah Aparat Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada
instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya
terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan, yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan
kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD adalah pegawai negeri sipil yang
diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yvang berwenang untuk melakukan  kegiatan pengawasan = atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

Perangkat Daerah yang selanjutnva disingkat PD adalah perangkat daerah
lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Auditee adalah perangkat daerah yang diaudit.
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Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Inspektur adalah Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur,

Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi
suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan,
dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang
dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan
standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
efektivitas, efisiensi, dan kcandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pemerintah.

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu prograni/kegiatan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bimbingan Teknis adalah layanan bimbingan dan penyuluhan yang
diberikan oleh tenaga ahli atau profesional dibidangnya dengan tujuan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Aplikasi e-Sasando adalalh sistem automasi audit Inspektorat Daerah
berdasarkan risiko yang merupakan aplik asi Pengawasan Penyclenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dipergunakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Aplikasi Sistem Informasi Aduan Kecurangan yang selanjuntnya disebut
Aplikasi SiDAK adalah aplikasi pengaduan masyarakat yang dipergunakan
oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menerima
aduan kecurangan dari masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi
Inspektorat Daerah sebagai bagian dari APIP dalam melaksanakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :

da.

terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
efektif dan efisien dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
Pemerintahan Daerah;

terwujudnya keterpaduan dalam pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh APIP dengan berbasis risiko; dan
terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas
kecurangan. 4}



Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.
b.

&,
d.

(1)

(1)

(2)

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis sistem
informasi elektronik;

pelaporan hasil pengawasan;

tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan; dan

penanganan pengaduan masyarakat.

BAB II
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 5

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

a. Pengawasan Umum;

b. Pengawasan Teknis; dan

¢. pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur.

Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Gubernur terhadap
Bupati/Walikota.

Dalam melakukan Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Gubernur dibantu oleh Inspektorat Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, dilakukan terhadap PD.

Bagian Kedua
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Pasal 6

Gubernur mengoordinir penyusunan rencana tahunan Pengawasan
Penyelenggaraan Femerintahan Daerah.

Dalam melakukan koordinasi penyusunan renhcana tahunan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Gubernur dibantu oleh Inspektorat Daerah,

Rencana tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan berbasis prioritas
dan risiko, selaras dengan tujuan organisasi serta memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam
PKPT yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan dasar penyusunan
dokumen perencanaan dan penganggaran Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Pedoman penyusunan rencana tahunan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 4/0
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(3)

(1)

(3)

(4)

(5)

Bagian Ketiga
Pengawasan oleh Inspektorat Daerah

Pasal 7

Pengawasan Penyeleiggaraan Pemerintahan Daerah yvang dilaksanakan

oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3),

harus dilakukan berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan

pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan

oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1),

dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. profesional;

b. independen;

c. objektif;

d. tidak tumpang tindih antar-APIP: dan

e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan pada tahapan kegiatan:

penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerab;

pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

pelaksanaan program strategis nasional di Daerah;

berakhirnya masa jabatan Guberfur untuk mengevaluasi capaian

rencana pembangunan jangka menelgah Daerah; dan

e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dehNgan keteNtuan
peraturan perundang-undangan.

2 (W [57 |

Bagian Keempat
Pengawasan Umum, Pengawasan Teknis
Dan Pembinaan Dan Pengawasan oleh Gubernur

Pasal 8

Pengawasan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1} huruf a,
meliputi pengawasan yang dilakukan terhadap:

a. pembagian urusan pemerintahan;

b. kelembagaan di Kabupaten/Kota;

c. kepegawaian pada perangkat daerah Kabupaten/Kota;

d. keuangan daerah;

e. pembangunan daerah;

f.  pelayanal publik di Kabupaten/Kota;

g kerja sama daerah;

h. kebijakan daerah;

i, Bupati/Walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah; dan

j. pengawasan lain sesuai dengan ketetua” peraturan perundang-
undangan.

Pengawasan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimakSL.ld pada

ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap pembagian urusan pemerintahan

konkuren yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Pengawasan kelembagaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf b, dilakukan terhadap struktur organisasi, uraian tugas dan fungs:
serta wewenang pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengawasan kepegawalan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) huruf ¢, dilakukan terhadap manajemen PNS oleh pemerintah
Kabupaten/Kota.

Pengawasan keuangan daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1}
huruf d, dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan

oleh pemerintah Kabupaten/Kota.



(10)

(4)

Pengawasan pembangunan daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)
huruf e, dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengawasan pelayanan publik di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f dilakukan terhadap kegiatan pelayanan publik yang
dilakukan oleli pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengawasan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
g, dilakukan terhadap kerja sama daerah yang dilakukan oleh pemerintah
Kabupaten/Kota.

Pengawasan kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf h,
dilakukan terhadap peraturan daerah Kabupaten/Kota, peraturan
Bupati/Walikota dan keputusan Bupati/Walikota.

Pengawasan Bupati/Walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan terhadap hubungan
antara pemerintah Kabupaten/Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah

Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1} huruf b,

dilakukan terhadap:

a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;

b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan
termasuk ketaatan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur dan
kriteria, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;

c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan
oleh pemerintah Kabupaten/Kota; dan

d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
negara dalam pelaksanaan wurusan pemerintahan konkuren di
Kabupaten/Kota.

Pengawasan terhadap capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan
dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap
penerapan standar pelayanan minimal dalam pelayanan yang berikan oleh
pemerintah Kabupaten/Kota.
Pengawasan terhadap ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan termasuk ketaatan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur,
dan kriteria dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menilai
ketaatan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan
pemerintakan konkuren sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria.
Pengawasan terhadap dampai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
vang  dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksudkan pada ayat (1] huruf ¢, dilakukan untuk menilai dampak
pelaksanaan wurusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh
pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pencapaian tujuan pemerintahan
daerah.

Pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan

belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf d, dilakukan terhadap

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilimpahkan
kepada pemerintahh Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 dan Pasal 9, dilakukan dalam bentuk:

a.

b.
e.
d

Reviu;

Monitoring;
Evaluasi; dan
pemeriksaan. /]&



Pasal 11

{1) Qalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Gubernur dibantu oleh Inspektorat
Daerah.

(2] Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sejak tahap:

a. perencanaan;
b.  penganggaran;

C.  pengorganisasian;
d. pelaksanaan;

e. pelaporan;

f.  evaluasi; dan

g  pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(3) pembmlaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh inspektorat
_]ender_al kementerian dan/atau kementerian/lembaga terkait.

(4) Pembinaan dan pengawasan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan terhadap:

a.  pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

b.  pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah;

c. Kketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan
termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria
dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian,
pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

dan
d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari
APBD.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan

serta pelaksanaan program dan kegiatan;

b. pemeriksaan secara bherkala atau sewaktu-waktu maupun
pemeriksaan terpaduy;

c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-
waktu dari PD;

d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya
terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan

e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan PD.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan

mempertimbangkan faktor risiko yang diidentifikasi oleh setiap PD.

indikasi

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur terhadap FD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dalam bentuk :
a. audit;

b. Reviu; dan

c.  Monitoring;

1.  Fvaluasi;

Pemantauan; dan

Bimbingan Teknis,

-~

gt (85

Pasal 13

Pedoman dan tata cara pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasa_ll 12 adglah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan merupakan bagian vang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. /L}



Pasal 14

Langkah kerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [l dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

(1)

(2)

BAB II1
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BERBASIS SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK

Pasal 15

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dilakukan dengan berbasis sistem informasi elektronik.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilakukan dengan menggunakan
Aplikasi e-Sasando.

Inspektorat Daerah bertanggungjawab mempersiapkan sarana dan
prasarana pendukung Aplikasi e-Sasando sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Data hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik
dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang berwenang dalam mengakses, menggunakan dan menghapus
data hasil pengawasan berbasis sistem informasi elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menggunakan
Aplikasi e-sasando sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang
tidak terpisahlkan dari Peraturan Gubernur ini.

Selain dilakukan dengan berbasis sistem informasi elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan secara manual.

BAB IV
PELAPORAN HASIL PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 16

Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan hasil
pengawasan dan disampaikan kepada Bupati/Walikota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4} dituangkan dalam bentuk laporan hasil
pengawasan dan disampaikan kepada kepala PD sesuai dengan keteéntUan
peraturan perundang-undangan.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik
kecuali ditentukan lain sesual dengan kefentuan peraturan perundang-
undangan.

Gubernur menyampaikan laporan hasil Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pedoman den tata cara pelaporan hasil pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, 4‘/



(4)

(3)

(7)

(8)

(10)

BAB V
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 17

Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota serta kepala PD wajib
melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Untuk membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tindak lanjut hasil
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, wakil Bupati/walikota
mengoordinasikan  pelaksanaan tindak Jlanjut hasil Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Gubernur dan Wakil Gubernur dibantu oleh Inspek torat Daerah.

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk hasil
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terkait dengan
tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi, wajb dilakukan
proses tuntutan perbendaharaan danjatau tuntutan ganti rugi sesuaj
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk hasil pembinaan
dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan
dan/atau tuntutan ganti rugi, dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh)
hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima.

Selama masa tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5), hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dapat
dipidanakan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Inspektorat Daerah melakukan konsolidasi terhadap temuan hasi
pemeriksaan tahun sebelumnya.

Inspektorat Daerah memantau dan mclakukan pemutakhiran data tindak
lanjut hasil Pengawasan Penhyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) dilaksanakan paling rendah 2 {dua) kali dalam 1 {satu) tahun.

Pedoman dan tata cara pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 18

Inspektorat Daerah bertanggungjawab melakukan pemeriksaan atas
dugaan penyimpangan vang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat.
Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara daring dan/atau luring

Pengaduan masyarakat secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan meialui Aplikasi SiDAK.

Inspektorat Daerah bertanggungjawab mempersiapkan sarana dan
prasarana pendukung pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dengan berbasis sistem informasi elektronik.

Informasi pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan diberikan kepada publik kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat yang berwenang dalam mengakses, meniggutiakan dan menghapus
data pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota serta kepala PD yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 158
Seri E Nomor 131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang '
pada tanggal 4 Januari 2021
} GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

[

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
4 PROVINS! NUS\ TENGG _ARA TIMUR,“J

BENED{E'/ S POLO MAING
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR .
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LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : { TAHUN 2021
TANGGAL: 4.%anuari 2021

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A, PERSIAPAN

L P

Inspektorat Daerah Dberkoordinast dengan inspektorat daerah
Kabupaten/Kota tentang rencana Pengawasan Umum dan Pengawasan
Teknis di Kabupaten/Kota.

Inspektorat daerath  Kabupaten/Kota menginformasikan obyek
Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis di Kabupaten/Kota yang
akan diawasi oleh Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah berkoordinasi dengan obyek pemeriksaan lingkup
Pcmerintah Dacrah untuk melaksanakan penilaian risiko.

Hasil penilaian risiko oleh obyek pemeriksaan lingkup Pemerintah
Daerah disampaikan ke Inspektorat Daerah dan dijadikan
pertimbangan penyusunan rencana tahunan pengawasan terhadap PD.

B. PENYUSUNAN RENCANA PENGAWASAN

¢

Inspektorat Daerah menyusun rencana tahunan Pengawasan Umum
dan Pengawasan Teknis di Kabupalen/Kota dan rencana pengawasan
terhadap PD.

Rencana pengawasan tahunan cdisusun dalam Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) yang tcrdiri atas:

a. ruang lingkun;

. sasaran pengawasarn;

c. PD yang diperiksa;

d. jadual pelaksanaan pengawasan;

jumlah tenaga;

o

{. anggaran pengawasan; dan
g. laporan hasil pengawasan yang diterbitkan.

Penentuan ruang lingkup dan sasaran pengawasan serta PD diatur
sebagai herikut:

a. ruang lingkup dan sasaran pengawasan serta obyek pemeriksaan
Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis berpedoman pada
dengan ketentuan peraturan verundang-undangan; dan

b. ruang lingkup dan sasaran pengawasan terhadap PD berdasarkan
hasil penilaian risiko oleh PD.

Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berupa :
a. Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan {Format 1};
b. Rancangan Peta Pengawasan Tahunan (Format 2);
c. Daftar Obyek pemeriksaan Tahunan (Format 3);
Daftar Obyek pemeriksaan (Format 4). @



5. Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dikoordinasikan
dan dibahas pada Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

RAPAT

KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

1. Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tingkat Provinsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Dacrah paling
rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu} tahun, dengan agenda rapat
meliputi:

a.

C.

pembahasan rencana Pengawasan Umum dan Pengawasan Teknis
oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan
Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis/Lembaga Pemerintah
Nonkementerian di Daerah,;

pembahasan rencana pengawasan umum dan pehlgawasan teknis
oleh Inspektorat Daerah di Kabupaten/Kota;

Informasi pengawasan terhadap PD.

2. Peserta Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tingkat Provinsi, terdiri dari :

a.
b.

&,

Inspektorat Jelderal Kementerian Dalam Negert;

Inspektorat Jcnderal Kementerian Teknis/Lembaga Pemerintah
Nonkementerian;

Inspektorat Dacrah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

1. Usulan rencana pengawasan tahunan yang telah dikoordinasikan dan
dibahas, disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah ditetapkan
dijadikan pedoman dalam pelaksaraan Pengawasan Penyelenggaraan
pemerintahan daerah. 4}



Format 1 :

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
DI PROVINS[ NUSA TENGGARA TIMUR

il LU ) e g
stk Ropiriind Femeriksann Anpgaran Pemertksaan Jadwal :
Pﬂnmkm“"'.m“ yang L psuim Transpon Pemeriksian L
: Anggaran : |
Jems Kegiatan / ari L e A
Nn Dbwerk Jenis Masa (_?nt":,::‘“ pemeri [Pemert| Jumlah | Dalani | Lusr | Datain | Taar fsfum Wakiii ,!,.',:T,’:i:‘
prmciiksaan | sasaran | Penerik Ua"gk pm ® .l' ksaun [ksa (PI|{HPX PI] Ko Kkexa | Kola wota | 1ah (Mulail Akdher | enda b [ lenvek -
sain dlp;n o e ®pl | eps | {Rp) | (Rp1 |(RP et
I
i
I
Grabermir
Format 2 :
PETA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TREER < iviiinenvanviuni
No Obyek Jadual Qrerasional Kode Tim
Pemeriksaan J?r Pel r [ Apeil | Mei | Juni | Juli | Agt | Sers | O No Des | Pemeriksa
| 1 i
Keterangan Kode : Gubernur

A =ltjen Kementerian Dalam Negeri
B e dst




Format 3 :
DAFTAR OBYEK PEMERIKSAAN TAHUNAN (DOP-T} .....ccoeeeens
INSPEKTORAT ...ccovvevereresersnnsassnnses

SATUAN KERJA YANG ANGGARAN DAFTAR OBYEK PEMERIKSAAN TAHUNAN
NO MENJADI KEWENANGAN RP NO SATUAN KERJA ANGGARAN KET
PEMERIKSA &2 (RP)
JUMLAH
Inspeletiln s i

Format 4 :

DAFTAR OBYEK PEMERIKSAAN (DOP)
INSPEKTORAT ...coonsrsrrasesrasansonsasse
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP
TAHUN ANGGARAN .....cccocnmensasennnnans

Anggaran

No| Obyek pemeriksaan Program Kegiatan Belanja Belanja

Operasi (Rp.) | Modal (Rp.) Jumlah (Rp.)

JUMLAH = = =

L GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

\>

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

=G =

R



LAMPIRAN Il : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : } TAHUN 2021
TANGGAL: 4 \anwanzozi

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. PERSIAPAN PEMERIKSAAN
1. Koordinasi Rencana Pemeriksaan

a. Inspektorat daerah melakukan koordinasi dengan inspcktorat daerah
kabupaten/kota mengenai waktu dan obyek yang akan diperiks a dalam
rangka pengawasan umum dan pengawasan teknis serta perangkat
daerah lingkup pemerintah provinsi dalam rangka pengawasan
perangkat daerah, sebelum memprogramkan pemeriksaan terlebih
dahulu.

b. Pengendali Teknis/Inspektur Pembantu menyampaikan rencana
pemeriksaan kepada Inspektur sebagaimana Format 5.

c. Inspektorat daerah kabupaten/Kola menginformasikan waktu dan
obyek yang akan diperiksa kepada Kcpala Daerah atau yang mewakili,
Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/yang mewakili.

2. Pengumpulan dan Penrelaahan Informasi Umum Mengenai Obyek yang
Diperiksa

a. Inspektorat Daerah menghimpun data dan informasi yang berkaitan
dengan obyek yang diperiksa antara lain :

peraturan perundang-undangan;
data umum obyek yang diperiksa;

laporan pelaksanaan program/kcgiatan dari obyek vang akan
diperiksa;
laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan sebelumnya;

hasil penilaian risiko/risk register yang dilakukan oleh obyek
pemeriksaan; dan

sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai
pelaksanaan program/kegiatan obyek yvang akan diperiksa.

b. Menelaah data dan informasi yang dikumpulkan untuk bahan
pemeriksaan.

B. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN (PKP)
1. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan meliputi kegiatan :
a. penentuan personil;
b. penentuan jadual waktu pemeriksaan;
penentuan obyek, sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan,

d. menyusun langkah-langkah pemeriksaan.



2. Penyusunan langkah-langkah kerja pemeriksaan wajib berpedoman pada
sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan yang ditetapkan dalam PKPT dan
hasil penilaian risiko (risk register) yang dilakukan oleh obyek pemeriksaan.

Bentuk Program Kerja Pemeriksaan (PKP) sebagaimana Format 6.
C. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
1. Pertemuan awal (Entry Brie fiing)

Tim Pemeriksa bertemu dengan Kepala Daerah atau yang mewakili,
Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/yang mewakili, untuk
menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

a. Tim Pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada obyek-obyek
yang akan diperiksa sesuai dengan program kerja pemeriksaan.

b. Tin Pemeriksa wajib melakukan pcmeriksaan dengan mempedomani
langkah kerja pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam program kerja
pemeriksaan.

c¢. Tim Pemeriksa wajib melakukan pendalaman terhadap hasil penijaian
risiko/risk register pada obyek pemeriksaan yang memiliki dampak
risiko tinggi dan tinggi sekali.

d. Pemeriksaan memperhatikan kelcrkaitan kondisi yang ditemukan
dengan kriteria, mengidentifikasi penyebab terjadinya error/ fraud dan
potensi akibat yang ditimbulkan sebagai dampak.

3. Kertas Kerju Pemeriksaan (KKP)

a. Setiap Auditor /PPUPD wajib menuangkan hasil pemeriksaan ke dalam
Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

b. KKP direview secara berjenjang olch Ketua Tim, Pengendali Teknts/
Inspektur Pembantu dengan memberikan paraf pada KKP vang direview
dan dilakukan pemberkasan.

e. Kertas Kerja Pemeriksaan disusun dalam satu berkas diserahkan oleh
Ketua Tim kepada Sekretariat untuk diarsipkan.

Bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) scbagaimana pada Format 7.

4. Supervisi berjenjang
Pelaksanaan pemeriksaan wajib dilakukan supervisi secara berjenjang oleh
Ketua Tim, Pengendali Teknis/ Inspektur Pembantu.

5. Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan

Temuan hasil pemeriksaan harus dikonfirmasikan kepada pimpinan obyek
vang diperiksa untuk meminta tanggapan. Hasil konfirmasi harus
ditandatangani oleh kedua belah pihak.

6. Penyusunan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP}

Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan merupakan himpunan hasil pemeriksaan
yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendasi yang
mempunyai dampak bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang perlu
segera mendapat perhatian. Disusun oleh Ketua Tim dan diketahui oleh
Pengendali Teknis/Inspektur Pembantu.

Bentuk Penyusunan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) sebagaimana
pada Format 8. @c/



7. Pertemuan Akhir (Exit Briefing)

Tim Pemeriksa menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada
kepala daerah atau yang mewakili dan pimpinan instansi/unit kerja yang

diperiksa /yang mewakili.



Format 1
NOTA DINAS PENYAMPAIAN RENCANA PEMERIKSAAN

KOP
e

NOTA DINAS

Kepada ; InSpekiun. .o

Dari : Pengendali Teknis / Inspektur Pembantu ...........ocoevenen
Nomor

Tanggal

Sifat

Lampiran : 1 (satu) Berkas PKP

Perihal : Rencana Pemeriksaan

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan di Provinsi Nusa
Tenggara Timur, maka bersama ini diajukan rencana Pemeriksaan
Reguler, sebagai berikut :

A, Susunan Tim.

B dst.
B. Obyek dan Sasaran Pemeriksaan.
1. Obyek Pemeriksaan.

T
[ e o Dst

2. Sasaran Pemeriksaan.
B
;5 s

C. Pelaksanaan Pemeriksaan.
Waktu Pemeriksaan Reguler direncanakan dar tanggal ..........

B poasiavaiiicionrs: dengan rincian scbagai berikut :
L Jumiah hard Kewja 2 oo Hari
2. Jumlal hach Hoar - 3 oo el Hari
AT ™ T i sadea Hari

NDemikian mohon persetujuan Inspeldar ...

Pengendali Teknis / Inspektur
Pembantu ...,

. N



Format 2
PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN

KOP

e —————————————————— e .

PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN
NOMOR : IP.777/ /K/PKIPT/2021

Satuan Kerja Yang Diperiksa EER I s

Jenis Pemeriksaan T S LS
Periode Yang diperiksa 5 e
Lamanya Waktu Pemeriksaan | ...........
I. UMUM
A. Tujuan Pemeriksaan :
- ——
B s
B. Sasaran Pemeriksaan
A
BN i
C. Ruang Lingkup Pemeriksaan
S A
< R

ID. Bentuk Laporan
Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan.

PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN

Nama Pemeriksaan T R 08
Sasaran Pemeriksaan ; ...
Periode yang diperiksa @  ......... N i Ly P
e e oL e R REALISAST | |
5 A = ALOKA | | ALOKA | REEF
NO | TUJUAN / PROSEDUR / DILAKSANAKA S DILAKSANAK | g kkp | KET
| LANGKAH PEMERIKSAAN N OLEH wakTu | AN OLEH WAKTU _
i 2 Bzl 5 == 7 [
e — — ' —_—
|
e
= o 75 f gl 1]
DA P ferce 2021
Menyetu jui Disusun oleh:
Pengendalh Teknis/ Ketua Tim,
Inspektur Pembentu,
........................ IS i wionk
N e e e |
Mengeta bhui:
INSPEKTUR,




Keterangan

1

Penjelasan Pengisian Kolom

a. Kolom 2 . diisi dengan Uraian Tujuan / Prosedur / Langkah
Pemeriksaan
a. Kolom 3 : diisi dengan Nama Pemeriksa yang direncanakan
melaksanakan pemeriksaan
b. Kolom 4 : diisi dengan rencana alokasi waktu
c. Kolom 5 : dilsi dengan nama pemeriksa yang melaksanakan
pemeriksaan
Kolom 6 : diisi dengan realisasi alokasi waktu
Kolom 7 . diutst dengan Nomor KKP yang bersangkutan
i Kolom 8 . diisi dengan keterangan vang dianggap perlu
Cara mengisi Nomor PKP, Nomor Langkah Kerja dan Nomor KKP
A. Nomor PKP.
Contoh Program Kerja Pemecriksaan
Nomor : [P.777/09/RIK/PKPT-2021
1. IB777 = Kode SKPD & Kode Substansi
2. 09 = Nomor Urut PKP
3. RK = Jenis Pemeriksaan
4. PKPT-2021 = Tahun PKPT

B. Nomor Langkah Kerja.
Contoh Langkah Kerja Pemeriksaan Nomor : 1.09/2021

4 1 = Langkah Kerja Pertama
& 09 = Nomor Urut PKP
3. 2021 = Tahun PKPT
C. Nomor KKP.
Contoh Kertas Kerja Pcemeriksaan Nomor: 1.1.09/2021
A~ = Nomor Urut Kertas Kerja Pemeriksaan Kesatu
2. 1 = Nomor Urut Langkah Kerja
3. 09 = Nomor Urut PKP
4. 2021 = Tahun PKPT
Contoh Kertas Kerja Pemeriksaan Nomeor : 2.1.09/2021
o 1 = Nomor Urut Kertas Kerja Pemeriksaan Kcdua

6. 1 = Nomor Urut Langkah Kerja
V. 0o = Nomor Urut PKP
8 2021 = Tahun PKPT



Format 3

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Kop
e ————— e ——————————

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
D T e o e ckensis il e

Tanggal dan Nomor PKP

Saluan Kerja Perangkal Daerah OSSO S o SO B, 0
Obyek vang diperiksa . L . Ty
Periode yang diperiksa 4 g M 8 BSOS e e Y
l.angkah Kerja Nomor O TR e R R
Disusun oleh / tanggal / Paraf e e s M BT el Dl (et
Direview oleh / tanggal / Paraf F AR R g o 0 5 T i b M

Uraian Pemeriksaan Cat atan Review
(Diin oleh Pemeriksa tentang seluruh catatan / bukti {Diisi clel Ketua Tim, tentang Koreks dan instruksi terhadap
pendukiung hasil pemerix<saar) hasil perneriksaan)

Keterangan :

1. KKP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Lengkap sesuai Daftar Materi Pemeriksaan vang ditetapkan

b Tepat (bebas dari kesalahan baik kesalahan hitung maupun kesalahan dalam
penryaiian informasi).

¢. Jelas dan mudah dimengerti (antara lain jangan membuat singkatan yang belum
lazin)

d Sistematis, bersih dan rapi.

e. Didasarkan atas fakta dan bukti yang kompelen serta argumentasi yang rasional.

. Memuat hal-hal yang peting yang relevan dengan pemeriksaan,

g. Penulisan KKP harus analisa dan obyektif.

3. KKP direview seccara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Inspektur
Pembantu dengan memberikan paraf pada KKP yang direview dan dilakukan
pemberkasan. Terhadap penulisan KKP vang tidak lengkap/mengacu pada Daftar
Materi Pemeriksaan, maka dilakukan pembinaan secara berjenjang terhadap
pemeriksa yang bersangkutan.

4 Kertas Kerja Pemeriksacan disusun dalam satu berkas diserahkan oleh Ketua Tim |
kepada Sekretariat untuk diarsipkan.




Format 4
POKOK-POKOK HASIL PEMERIKSAAN (P2HP)

KOP
e ——————————

POKOK-POKOK HASIL PEMERIKSAAN (P2HP)
TIM INSPEKTORAT .......cooerrnernrranee

DI LR L R T R T T Ty )

TAHUN ANGGARAN ....cccvvevreennrarns

1. PENDAHULUAN
Berdasarkan Program Kerja Pengawasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

........ ,» dan Surat Tugas Gubernur Nusa Tenggara Timul Nomor: ......, tanggal ......,
Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan
pPemeriksaan pada ................ dari tanggal ....... s/d ........ dengan hasil pemeriksaan

sebagai berikut :
A. Perangkat Daerah yang diperiksa

I sessnmssrsie dst
B. Sasaran Pemeriksaan.
)|, ——— dst

C. Masa vang diperiksa.

A Aspek ...
B e , dst
B Bspele occan dst (disesuaikan dengan Program Kerja Pemeriksaan)
i T I 1 &
IV. PENUTUP

Demikian Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) ini kami sampaikan untuk
mendapat perhatian dan penyempurnaan lebih lanjut.

Laporan lengkap Hasil Pemeriksaan akan segera kami sampaikan dalam bentuk
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Nama Kota, tanggal/ bulan/tahun

Tim Pemeriksa,

BB wecbin bt iotaskiian Pengendali Teknis ............
B s Ketog 8. =~ s

Keterangan :

1. Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) merupakan himpunan hasil pemeriksaan
yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendasi yang mempunyai
dampak bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang perlu segera mendapat
Perhatian disusun oleh Ketua Tim dan diketahui Pengendali Teknis / Inspektur
Pembantu,

2. Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) menggambarkan jumlah keseluruhan
temuan positif dan negatif serta nilai Kerugian Negara/Daerah dan Kewajiban
Setor kepada Negara / Daerah.

L GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

g, VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

.10l =




LAMPIRAN III
NOMOR
TANGGAL : 4 Jonuary

: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
: 1 TAHUN 2021

2021

LANGKAH KERJA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

No | Lingkup Aspelk

Langkah Kerja Pengawasan

Perencanaan
Pengawasan

1 |Pengawasan Umum |1
[Penveienggaraan

Pemerintahan Daerah

Penvusunan Program Kerja Pengawas an

A Mengumpulkén
nrogram  kerja pengawasan meliputi reviy,
[evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan
dalam ranglka pelaksanaan pengawasan

umum penyelenggaraan pemeriniahan daerah

data uniuk penyusunan

cvaluasl,
cdalam
umum

1 Menyusun program  kerja  reviu,
moniforing, dan/atau  pemenksasn
rangka pelaksanaan  pengawas an

penyelenggaraan pemerintahian dacrah

_t

|
monitoring, dan/atau pemeriksaan
rangka pelaksanaan  pengawas on
penyelenggarasn pemeriniahan dacrah

Lunium

Melakulkan reviu ke revig,

d prograni

evaluasi, momiforing, dan/atau pemeriksaan |

dalam  rangka pelaksanaan  pengawasan
umum penyelenggaraan pemerintahan dacrab

2

3

Penvusunan Revisi Program Kerja Pengawasan

Mengusuikan program Kerja revid, cvaluasi, |
dalam |

I
[ Mengumpulkan SaLA WHTWR P Qs aia Tevs]

program kerja program ket pengawasan
| meliputi reviy, evaluasi, momitaring, danfatau
' pemeriksaan  dalam  rangka
| pengawasarn umum penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Menyusun  revis prﬂgr'r'\m ker ja
cvaluasi, moniloring, dan/atau pemeriksaan
dalam rangka pelaksanaan pengawasan
umum penyelenggaraan pemerintahan daerah

E)

[Mengusulkan revisi program ket reviy,
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeril saan
dalam rangka pelaksanaan  pengawasan
umum penyclenggaraan penterintahan daerah

)

==
reviu,

i

pelaksanaan |

"Melakukan reviu revisi -]'}r'rlgl';m'l_kt‘l‘m reviu,
| cvaluasi, monitoring, dan/alau pemeriksaan
dalam  rangka pelaksanaan  pengawasan
umum penyelenggaraan pemerintahan daerah

Eks pose Program Ker ja Pengawasan

o |

iMenyiapkan bahan ckspose program kerja
[pengawasan umum penyelenggaraan
[pemerintahan daerah

[Menyusun  bahan ekspose program  kerja
I [pengawasan umum penyelenggaraan
[pemerintahan daerah

|Melakukan supervisi peiaksanaan ekspose
program ker ja pengawasan umurn
| penyelenggaraan pemerintahan daerah

|

[Mengendalikan mutu  pelaksanaan  ekspose
program lkerja pengawasan umum
penyelenggaraan pemerinlahan dacrah

d




No Lingkup Aspek Langkah Kerja Pengawasan
Pelaksanaan 1 |Pembagian Urusan
Pengawasan - . = -
a |Menyiapkan bahan dan  mengidentifikasi
kebijakan yang ditetaplean dalam pembagian
urusan
b |Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan
vang ditetapkan dalam pembagian urusan
¢ |Merckomendasikan perbaikan atas kebijakan
vang telah ditetapkan dalam pembagian
urusan
2 |Kelembagaan Dacrah
a |Menyiapkan bahan dan  mengidentifikasi
kebijakan YAng ditetapkan dalam
kelembagaan daerah
b |Menganalisis dan mengevaluasi  kebijakan
vang ditetapkan dalam kelenibagaan daerah
¢ |Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan
vang telah diletapkan «alam Ik clembagaan
daerah
3 |Kepregawaian Dacrah =
a  |Menyiapkan bahan dan  mengidenifilkkasi
kkebijakan yang ditetaplkan dalam
kepcgawaian daerah
b [Menganalisis dan  mengevaluast  kebijakan
|vang ditetapkan dalam kepegawain daerah
¢ |Merekomendasikan perbaikan alas kebijakan
vang telah ditetapkan dalam Kk epepawaian
|(lacrah
4 |Keunngan Daerah P
a |M('nyiapkan bahan dan  mengidentifikasi
|Iu‘l)i‘iakan vang ditetapkan «¢lalam keuangan
i tlaerah
b |Menganalisis dan  mengevaluasi  kebijakan
[vang ditetapkan dalam keuangan daerah
i | T e e e . T
G iMc'rekomcndamkan perbaikan atas Kk ebijakan
vang telah ditetapkan dalam keuangan dacrah
5 [Pembangunan Daerah ; 1
a  [Menyiapkan  bahan  dan mt'ﬁgui:‘nliﬁlmsi
kebijakan yang ditetapkan dalam
pembangunan daerah
h  Menganalisis dan mengevaluast  kehijakan
|vang ditetapkan dalam pembangunan daerah
!
¢ |Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan
vang telah ditetapkan dalam pembangunan
tlaerah
6 |Pelayanan Publik
a | Menyiapkan  hahan  dan  mengidentifikasi
|lkehijakan yang ditetapkan calam pelayanan
Ipublik
Iy Menganalisis dan  mengevaluast  k ebijal an
vang ditetapkan pelayanan publil
¢ |Merek omendasikan perbaikan atas kebijakan
vang telah ditetapkan dalam pelayanan publik
7 |Kerp Sama Dacrah
a |Menyiapkan bahan dan  mengidentifikasi
kebijakan vang ditetapkan dalam kerja sama
|dacrah




Lingkup

Aspek

Langkah Kerja Pengawasan

Iy ‘Mcnganalisis dan mengcvﬂmﬂm ~kebijakan
vyang ditetapkan dalam kerja sama dacrah

¢ [Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan
vang lelah ditetapkan dalam kerja sama
daetrah

Kebijakan Dacrah

a Menyiapkan bahan dan mengidentifikasi
kebijakan vang ditetapkan dalam kebijakan
rdaerah

b [Menyiapkan bahan dan mengidentifilkasi
kebijalkan yang ditetapkan dalam kebijakan
dacrah

¢ |[Merekomendasikan perbailan atas kebijakan
lvang telah ditetapkan dalam kebijakan daerah

Kepala [Daerah dan DPRD

a |Mecnyiapkan bahkan dan mengulentifikas:
kebijakan yang ditetapk an  daiam  kepala
daerah dan Dewan Perwalkilan Ralkyal Daerah

l» |Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan
vang cdlitetapkan dalam kepala dacrah dan
Dewan Perwakilan Ral¢yal Daerah

¢ |Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan
vang telah ditetapkan dalami kepala daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah

Penyusunan
Laporan

a |Menyiapkan Dbahan penyusunan konsep
laporan hasil PeNZAWARAN umum
penyelenggarasn pemerintahan dacrah

b |Menyusun konsep laporan hasil pengawasan
umum penyelenggaraan pemeriniahan daerah

¢ Melakukan reviu  kensep laporan  hasil
[ pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah

|Melakukan reviu dan menyeiujui  laporarn
hasil pengawasan umuni penyelenggaraan
|pemermtahan daerah

d

| |k epada pimpinan ohjek pengawasan atas hasil

a | Menyiapkan usulan konsep sural  atensi
kepada pimpinan ehjek pengawis an umum
ipf‘nyelenggaraan pemerintahan daerah

b |Melakukan reviu usulan konscp sural alensi

kepada  pimpinan  objek  pengawasin atas
hasil pengawasan umum  penvelengparaan
||wmerinr.ahan dacrah

¢ |Melakukan reviu usulan kons ep sural alensi

[pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah

Ekspose Konsep laporan Hasil Pengawasan

a |Menyiapkan bahan ekspose laporan  hasil
pengawasan umum penyvelenggaraan
pemerintahan daerah

b !Men_vusun bahan ekspose laporan  hasil
pengawasan umum penyelenggaraan
pemerintahan daerah

g }M(‘lakukan supervisi pelaksanaan  ckspose
laporan hasil pengawas an umum

| penyelenggaraan pemerintahan dacrah
i




[
Nov |

Lingkup

Aspelk

Langkah Kerja Pengawas an

d  |Mengendalikan mutu pelaksanaan  ckspose
laporan hasil pehgawasan unmum
Ipcnyclenggaraan pemerintahan dacral

Pengawasan
Standar
Minimal

Capaian
Pelayanan

Perencanaan
Pengawasan

Pelaksanaan
Pengawasan

Penvusunan Program Kerja Pengawas an

a |Mc-ngumpu]kan data uniuk penyusunan
program  kerja reviu, evaluas, monidoring,
danfatau pemeriksaan cdalam  pengawasan
capaian standar pelayanan mimmal

b [Menyusun program kerja reviu, evaluasi,
momitoring, dan/atau pemeriks aan dalam
pengawasan  capaian  standar  pelayanan
[minimal

|
¢ |Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/atau pemerikspaan  dalam
pengawasan  capaian  standar  pelayanan
minimal

d |Melakukan revic  program  keija  reviu,
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan
dalam pengawasan capaian standar
pelayanan minimal

Penyusunan Revisi Program Kerja Pengawasan

a |Mengumpulkan data untulk penyusunan revisi
program kerja reviu, cvaluasi, monitoring,
dan/atau pemeriksaan dalamn pengawasan
capaian standar pelayanan minimal

b |Menyusun revisi program kerjp  reviu,
cvaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan
dalam pengawasan capaian standar
pelayanan minimal

¢ |Mengusulikan revisi program kerp reviu,
|evaluasi, menitoring, dan/atau pemeriksaan
dalam pengawasan capaian standar
pelayanan minimal

d  |[Melakukan reviu revisi program kerja reviu,

levaluasi, momitoring, dan/atau pemerilksaan
tlalam pengawasan capaian s tandar
pelayanan minimal

8

Eksponse Program Kerja Pengawasan

4 |Menyiapkan bahan elspose atas program
k erja. pengawasan dalam pengawsasan capaian
standar pelayanan minimal

} c :
. |Menyusun bahan ekspose atas program kerp
|[pengawasan  dalam  pengawasan capaian
standar pelayanan minimal

¢ |Melakukan supervisi pc‘ﬁaksnn;-m.'l_n_-c-l(spr)sr
[atas  program  kerp  pengawasan dalam
[pengawasan  capaian  standar  pelayanan
Immima]

S . e
i |[Mengendalikan mutu  pelaksanasan el spose
[alas  program  kerja  pengawasan dalam

[pengawasan  capaian  standar  pelavanan
munimal

1 Mengidentifikasi leehijakan  vang ditetapkan
[¢lalam penyelenggaraan  urusan  wajib
|pemerintahan  daerah dalam  pengawasan
lcapalan standar pelayanan mininzal

—

b }Mctﬁganalisis dan mengevaluasi  kebijakan
vang ditetapkan dalam penvelenggaraan
urusan wajih pemerintahan dacrah  dalam
pengawasan  capaian  standar  pelayanan
minimal




| . S 2wt
Lingkup Aspck Langkah Kerja Pengawasan

d  |Merekomendasikan perbaikan atas lebijakan
Ivang telah ditetapkan dalam penvelenggaraan
urusan wajib pemerintahan dacrah  dalam
|pengawasan capaian  standar  pelayanan

{minimal

2 |a |Mengidentilikasi capaian pelak-sanaan
pelayanan dasar atau standar pelayanan
|minimal

b [Mengevdluasl  dan  menganalisis  capman
|pelaksanaan standar pelayanan minimal

¢ | Mereckomendasikan perbalkian  atas ¢ apaian
|pelaksanaan standar pelayanan minimai

3 |a [Mengidentifikasi efisicnsi  dan  efckufitas
|penggunaan sumber daya dalam pencapaian
standar pelayanan minimal

b |Mengevaluasi dan menganalisis elisicnst dan
¢lektifitas penggunaan sumber dava dalam
| pencapaian standar pelayanan muninzal

| L

| e T
| ¢ |Merekomendasikan peningkatan ofis iensi dan
efrktifitas penggunaan sumber dava dalam
pencapaian standar

pelayanan minimal

4 |a |Menvusun kertas kerja pengawasan meliputi
kertas kerja  pemeriksaan, kertas kerja
monftoring, kertas kerja cvaluasi, dan/atau
kertas kerja reviu unfuk pelaksanaan tugas
dalam pengawasan capaian standar
pelayanan minimal

b |Melakukan reviu kertas kerja pengawasan
meliputi kertas kerjp pemeriksaan, kertas
kerja  moniforing, kertas  kerja cvaluasi,
dan/atau kertas kerjp reviu untuk
pclaksanaan tugas dalam  pengawasan
capaian standar pelayanan minimal

c |Melakukan reviu Kkertas kerja pengawasan
meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas
lkerja manitoring, kertas kerja evaluasi,
danfatau  kertas  kerja reviu untuk
pelaksanaan tugas dalam Pengawasan
Capaian Stancdar Pelayanan Minimal yang
telah dilakukan reviu

|d Melakukan reviu rekomendasi dan
menyetujul laporan hasil pengawasan atas
pengawasan  capaian  siandar  pelayvanan
|rninima]

e —

5 |Mengendaliian  mutu  hasit  penpawasan - atas
capalan standar pelayanan minimal

3 |Penyusunan 1 | s |[Menyiapkan hahan penyusunan konsep
Laporan laporan hasil pengawasan atas  capaian
standar pelayanan minimal
| b |Menyusun konsep laporan hasil pengawasan
| alas capalan standar pelavanan minimal
| - - -
[+ [Melzkukan reviu konsep laporan  hasil
! pengawasan atas capaian standar pelayanan
minimal
i - — Cem———
[ 1 |Melakukan reviu dan menveluus laporan
| hasil pengawasan dlas capaian  standar
{ pelayanan minimal
|
o — a———— — - e e ————
|2 |a |[Menyiapkan wusulan konsep sural  alens

| kepada  pimpinan  obick pengawasan _alas




Lingkup

Aspeck

Langkah Kerja Pengawasan

[hasil pengawasan capaian standar pelayanan
minimal

I:  |Mclakukan reviu usulan konsep sural atensi
|lkepada pimpinan ohjek pengawas an atas hasil
pengawasan capaian  standar priayanan
minimal

¢ IMédkikan révia asuian kmj:‘mfnhﬁn_h_:ﬂsi
lerpada pimpinan objek pengawasan atas hasil
pengawasan  capaian s tandar  pelayanan
minimal

Iy

¢ |Melakukan supervisi pelaksanaan  ckspose

a4 |Menyiapkan bahan eckspose laporan hasil
1 . .
pengawasan  atas  pengawas an - capaian
standar pelayanan minimal

Menyusun bahan  ekspose  laporan  hasil
pengawasan  atas  pengawasan - capaian
standar pelayanan minimal

laporan hasil pengawasan atas pengawasan
capaian standar pelayanan mininal j

Pengawasan terhadap
Ketaatan atas Norma,
Stancdar, Prosedur, dan
[Kriteria yang
|Ditetapkan oleh
Pemerintah

Percncanaan
Pengawasan

—

i |Mengendalikan mutu pelaksanaan rl(sposnﬁ
laporan hasil pengawasan alas Prngawasan |
capaian standar pelayanan minimal

Penyvusunan Program Kerja Pengawas an

a  |Mengumpulkan data  uniuk  penyusunan
program  kerja  reviu, evaluasi, meniforing,
dan/atau  pemeriksaan  atas  pengawasan
l:ctaatan  norma, standa,  prosedur, dan
leriteria vang ditetapkan oleh pemerintah

I, [Menyusun program kerja  revid, cvaluasi,
monitoring, dan/atau  pemeriksaan - atas
pengawasan lketaatan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang dilctapkan oleh
pemermiah

¢ |Mengusulkan program kerja revig, evaluasi,
montloring, danjfatau  pemeriksaan  atas
pengawasan  ketaatan  norima, standar,
prosedur, dan kriteria vang ditetapkan oleh
pemerintah

d  |Melakukan reviu program ketja  reviy,
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan
alas pengawasan ketaalan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditctapkan oleh
pemerintah

Penvusunan Revisi Program Kerja Pengawasan

a iMengumpulkan data untuk penyusunan revisi
program kerfa reviu, evaluasi, morutoring,
dan/atau pemeriksaan atas pengawasan
ketaatan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah

h  |Menyusun revisi programi  lerja  reviu,
evaluasi, manitoring, dan/atau pemeriksaan
atas pengawasan ketaatan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang dilclapkan oleh
:pr‘.merimnh

¢ IMengusulkan revisi program Kevp reviu,
evaluasi, moniforing, dan/atau pemeriksaan
alas pengawasan ketaatan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang diletaplan oleh
pemerintah




No

Lingkup

Aspek

Langkah Kerja Pengawasan

Pelaksanaan
Pengawasan

d |Melakukan reviu revisi program kerja reviu,
evaluasi, moniloring, dan/atau pemeriksaan
atas pengawasan kelaatan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditciapkan oleh
pemerintah

Ekspose Program Kerja Pengawas an

|
|
*.

|

¢ |Melakukan supervisi pelaksanaan ckspose

a |Menyiapkan bahan ckspose alas pengawasan
letaatan  norma, Standar, prosedur, dan
icriferia yang ditetapkan oleh penierintah

b [Menyusun bahan ekspose atas pengawasan
|ketaatan norma, standar, pros edur, dan
|icr1|cria yang ditetapkan olch pemerintah

atas pengawas an Ketaatan norma, siandar,
|prosedur, dan kriteria yang ditetapkan olch

pemerintah |
=

<l 'M(_‘ngcnda]ilmn mutu  pelaksarmn _r'_l\:Spnsvl
alas penpgawasan ketaalan norma, standar, |
wrosedur, dan kriteria yang ditctapkan oleh
pemerintah

a M('ngidmﬂifikam kcbijal&an yang dielapkan
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
iconkuren alas pengawasan kelaalan norma,
standar, prosedur, dan kriteria

A IR —_—]
b |Menganalisis dan  mengevaluas i1 kebijakan

vang diletapkan dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan konkuren

¢ | Merekomendasikan perbaikan aras kebijakan

vang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan konkuren

I'a  Mengidentilikasi kepaluhan atas pelak sanaan

v

norma, standar, prosedur, dan kriteria

I |Menganalisis dan mengevaluasi Kepaluhan

|':1t;1s pelaksanaan norma, standar, prosecur,
dan kriteria

¢ |Merekomendasikan perbalan aras
kepatuhan peiaksanaan  norma, standar, }
prosedur, dan kriteria

¢ |Merckomendasikan perbaikan guna efisiensi

a rM(‘.ngidentiﬁkasi efisiecnsi  dan  clekiilitas
penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan
norma, standar, prosedur, dan leriteria

h rMctngarmlisls dan mengevaluas: cfisiensi dan |
efivk tifitas penggunaan sumber daya dalam
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
ke riteria

dan cfckifitas  penggunaan  sumber daya
|dalam pclaksanaan norma, standar, prosedur,
dan kriferia

a |Menyusun kertas kerja pengawasan meliputi
kertas Kerja pemeriksaan, kertas kerja
monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau
kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas
dalam pengawasan atas pengawasan ketaatan
norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh pemerintah

b [Melakukan reviu kertas kerja pengawasan
melipuli kertas kerja pemeriksaan, kertas
kerja monitoring, kertas kerja evaluasi,
dan/atau  kertas  kerjn  reviu  untuk
pelaksanaan tugas dalam pengawasan atas
nengawasan ketaatan narma, standar, |




No

Lingkup

Aspek

Langk ah erja Pengawasan

Penyusunan
Laparan

Tf;:'nscdur, dan kriteria vang ditetapkan olch
[penierintah

¢ |Melakukan reviu kertas kerja pengawasan
| ‘meliputi keortas kerja pemeriksaan, kertas
kerp  moniforing, kertas kerja  evaluasi,
dan/atau  kertas kerja  reviu  untuk
pelaksanaan tugas dalam pengawasan atas
pnengawasan  ketaatan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah yang telah dilakuk an reviu

Mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasan

mof

a |Menyiapkan bahan penyusunan konsep
laporan hasil pengawasan Alas pengawasan
ketaatan norma, standar, pros edur, dan
kriteria

b |Menyusun konsep laporan hasil pengawasan
aras pengawasan Ketaalan norma, s 1andar,
prosedur, dan kriteria

¢ |Melakukan reviu  konsep  laporan
pergawasan atas pengawasan ketaatan |
norma, standar, prosedur, dan kriteria

d |Mciakukan reviu dan menyctui laporan
[hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan
[norma, standar, proscdur, dan kriferia

#  |Menyiapkan usulan konscp  sural atenst
lkepada pimpinan  ohjek pengawasan  atas
pengawasan  ketaatan  normia, standar,
prosedur, dan kriteria

I |Mclakukan reviu usilan konscep sural alensi
kepada pimpinan objek pengawasan - atas
pengawasan - kelaatan 17001 T slandar,
|prnsedur, dan kriteria

¢ IMelakukan revia usulan kons ep surar atensi |
|kr‘pada pimpinan objek pengawasan

Pengawasan  terhadap
I3ampak  Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan
Konkuren oleh
Pemermtahan Daerah

Perencanaan
Pengawasan

= 1 -
Ekspose Konsep Laporan Hasil Pengawsas an
a |Menyiapkan bahan ekspose laporan  hasil
|pengawasan  atas  pengawasan  k ciastan
[norma, standar, prosedur, dan krileria

b |Mcnyusun bahan ekspose  laporan  hasil
[pengawasan  atas  pehgawasan k ctaatan
norma, standar, prosedur. dan kriteria

¢ Meclakukan supervisi pelaksanaan  ckspose
laporan hasil pengawasan alas pengawasan
ketaatan norma, standar, prosedur, dan
ki riteria

pa—— e ey
d |Mengendalikan mutu pelak-sanaan rkspose |
laporan hasil pengawasant alias prngawasan
k claatan  norma, standar, proscdur, dan
kriteria

——

Penvusunan Program Kerja Pengawasan |
o 1

T a SRS
a |Mengumpulkan data  untuk pr-mrusunan_t
program kerja  reviu, evaluasi, monttoring,

dan/atau pemeriksaan terhadap

dampak pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren olch pemerintahan daerah

b Menyusun? program kerja reviu, evaluasi,
monitoring, dan/fatau pemeriksaan terhadap
dampak pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren olech pemerintahan daerah




Lingkup

Aspek

Langkah Kerja Pengawasan

¢ |Mengusulkan program kerja reviu, cvaluasi,

moniforing, danjatau pemeriksaan tcrhadap
dampalk pelaksanaan urusan pemerintahan
k onkuren oleh pemerintahan daerah

Melakukan revit program  kerja revig,
evaluasi, moniforing, dan/atau pemeriksaan
teyhadap  dampak  pelaksanaan  urusan
pemerintahan konkuren oleh pemerintahan

daerah

Peny

-usiinan Revisl Program Kerja Pengawasan
—_—

a

Mengumpulikan data uniuk penyusunan revisi
program keria reviu, evaluasi, monitoring,
danfatau pemeriksaan terhadap dampak
pelaksanaan urusan pemcrintahan konkuren
olel pemerintahan daerah

by

Menyusun  revisi program kerja reviu,
cvaluasi, moniforing, dan/atau pemériksaan
terhadap dampak pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren oleh pemerintahan

dacrah

a

-~

Mengusulkan revisi program  kerja reviu,
evaluasi, moniforing), dan/atau pemeriksaan
lcrhadap dampak pelak sanaan  urusan
pemerintahan konkuren eleh pemerintahan
claerah

Melakulan reviu revisi program keri revig,
cvaluasi, monitoring, dan/alau pemeriksaan
terhadap dampak  pelaksanaan  urusan
pemerintahan  konlkuren oleh pemerintahan

daerah

Menyiapkan bahan ekspose lerhadap dampak
pelaksanaan urusan pemerinfaban kenkuren
oleh pemerintahan daeral

Menyusun bahan ekspose terhacap dampak
pelaksanaan urusan pemeriniahan k onkuren
|oleh pemerintahan daerah

?Mclakukan supervisi pelaksanaan  cksposc
lerhadap dampak  pelaksanaan  urusan
pemerintahan konkuren olels pemierintahan
daerah

Mengendalikan mutu  pelaks anaan elspose
lerhadap  dampak  pelaksanaan urusan
pemermtahan konkuren oleh  pemerintahan
dacrah

Pelaksanaan
Pengawasan

Mengidentifikasi  target capaian. yang
[ditciapkan dalam dokumen prreranaan dan
penganggaran daerah

Menganalisis dan mengevaluasi targel capaian
yang ditetapkan dalam dokumen percncanaan
dan penganggaran daerah

Merelkkomendasikan perbaikan  alas  Largel
|capaian yang ditetapkan dalam dokumen

[perencanaan dan penganggarsn dacrah

s

4]

Mengidentifikasi dampalk pelalk SANAAN Urusan
|dibandingkan dengan capaian target dalam
|dokumen perencanaan dan penganggaran
|(laerah |

Menganalisis  dan  mengevaluas:  dampak
pelaksanaan urusan  dibandingkan dengan
capaian target dalam dokumen

perencanaal dan penganggaran




Lingkup

Aspek

Langkah Kerja Pengawasan

o [Verokomendasikan perbaikan atas dampalk
pelaksanaan  urusan  cdibandingican dengan
rapaian targel dalam dokumen perencanaan
|rl;m penganggaran

B !M::‘ngidenlifik asi  cfisiensi  dan  eleklifitas
[penggunaan sumber daya dalam prlalk sanaan
| norma, standar, prosedur, dan kinteria

b |Menganalisis dan mengevaluas: clisiensi <dan
[elelictilitas penggunaan sumiber dava dalany
[peialkksanaan norma, standar, prosedur, dan
| kriteria

¢ |Merekomendasilk an perbaikan guna clisiensi
dan  efekilitas penggunaan  sumber daya
dalam pelaksanaan norma standar, prosedur,
dlan kriteria

a  Menyusun kertas Kerja pengawasan meliputi
etas ketja pemertksaap,  kertas  kerja
[monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau
|kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas
|(ln]am pengawasan  lerhadap  dampak
|pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren
|oleh pemerintahan daerah

b Melakukan reviu kertas kerja pengawasan
|meliputi kertas kerja  pemicriksaan, kertas
|kerja  monitoring, kertas  kerja evaluasi,
dan/atau kertas  kerja  reviu untuk
|pelakksanaan  tugas dalam  pengawasan
[terhadap  dampak  pelaksanaan  urusan

pemerintahan konkuren oleh pemterintahan

dacrah

¢ |Melakulkan reviu kertas korp pengawasan
|meliputi kerias  kerja pemerilisaan, kertas
keria monitoriney, kertas  kerpn evaluasi,
|dan/atau kertas lker ja reviy untuk
|pelaksanaan  iugas  dalam pengawasan
ierhadap  dampak  pelaks anaam urusan
nemeriniahan kenkaren oleh pemerintaban
dacrah yang telah dilakukan reviu

Mengendalikan mutu pelaksanaan pengawas an

Penyusunan
Laporan

a |Menyiapkan bahan ]‘J(‘.‘l'lyLlS’\.ll‘l’rlﬂ kansep
laporan hasil pengawasan trrhadap dampak
pelak sanaan urusan pemerintahan k onkuren
oleh pemerintahan daerah

b Meayusun konsep laporan hasil pengawasan
wrhadap  dampak  pelaksanaan - wrusan
nemerintahan konkuren oleh pemiermiahan

flacrah
T T = = T
¢ Melakukan  reviu  konsep  Fporan hasil
Ipengawasan  terhadap dampak pelak sanaan
| urus an pemermtahan feemleuren oleh

pemerintahan daerah

d  |Melakukan revia dan menyetujui  laporan
hasil pengawasan terhacdap dampak
pelaksanaan urusan pemerintahan ko onkuren
nleh pemerintahan daerah

a  Menyiapkan wusulan  konsep  surat - atens
|k epada pimpinan objek pengawns an lerhadap
ldampak pelaksanaan urusan prmerintahan
|konkuren oleh pemerintahan daerah

Melakukan reviu usulan Konsep sural aiens
lcepada pimpinan ohjek pengawasan terhadap
dampak pelak sanaan urusan pomeritaban
|lonkuren oleh pemerintahan dacrah

e ——




I
| No | Lingkup

Aspei

[.angkah Kerja Pengawasan

¢ |Mclakukan reviu usulan konsep sura atensi
kepada pimpinan objek pengawansan terhadap
dampak pelaksanaan urusan pemeriniahan
[kenleuren oleh pemerintahan tdaerah

=t 1 -
Elkspose Konsep Laporan Hasil Pengawis an

=

a |Mf‘nylapi<an hahan ekspose  laperan  hasil
[pengawasan terhadap dampak pelaks anaan
[trusan pemerintahan I el uren oleh

[pemierintahan daerah
|

b |[Menyusun bahan  ekspose  laporan hasil

|p¢"ngawasnn tferhadap danipak pelaksanaan |
|urusan pemerintahan koomkuren oleh
pemerintahan daerah

el )

¢ |Melakukan supervisi pelak sanaon ok spose
llaporan hasil pengawasan lerhadap dampal
pelak sanaan urusan pemeritahan k enkuren
oleh pemerintahan dacrah

|

d  |Mengendaiikan mutu pelak sanaan ok spose
laporan hasil pengawasan terhadap dampak
pelak sanaan urusan pemerintahan konk uren
Inh‘h pemecrintahan daerah

Pengawasan

Penyelenggaraan

Perencanaan
Pengawasan

Penvusunan Program Kerja Pengawasan

a  |Mcogumpulkan data  uniuk  penyusunan
[program kerja  reviu, cvaluasi, monitoring,
[dan/atau pemeriksaan penyelenggaraan
pemerimtahan cdesa

I |[Menyusun program  kerj  reviu, evaluasi,
montloring, dan/alau pemeriksaan
penyelenggaraan pemerintanan cesa

L
¢ |Mengusulkan program kerja reviu, evaluasi,

| monitoring, dan/atau pemeriksaan
penyelenggaraan pemerintahan desa

d |Mclakukan reviw program ket reviy,
evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksaan
penyelenggaraan pemerint aban desa

Penyusunan Revisi Program Kerja Pengawasan

a |Mengumpulkan data untuk penyusunan revisi
program  keria  reviu, evaluasi, monitoring,
dan/fatau pemeriksaan penyelenggaraan
pimerintahan desa

b |[Menyusun  revisi  program  fema revid, |
evaluasi, maonitoring, dan/atau pemeriksaan
peavelenggaraan pemoerimiahan desa

¢ |[Mengusulkian  revisio program lkerjn reviu,
evaluasi, monitoring, dan/aau pemeriksaan
nenvelenggaraan pemerintahan desa

3 '-E.I\-:‘-;'»nsw Program Kerja Pengawasian

"0 Melakukan reviu revisi program Kerja reviy,
cvaluasi, monitoring, dan/alau pemeriksaan
penvelenggaraan pemerintahan desa

Il———— 'l = - -— - = -
| #  |Menyiapkan bahan ckspose  pregram lcerje

nengawas an  penyelenggaraan  pemeriniahan
| desa

|
E— | = Sm————
b [Menyusun Dahan ekspose  program ket
nengawasan  penvelenggaraan pemerintahan
|clrsa

¢ |Melakuk an  supervisi  pelaksanaan ckspos e
[program kerja pengawasan penvelenggaraan
|pemerintahan desa
1




Langkup

Aspek

Langk ah Kerja Pengawasan
-

Pelaksanaan
Pengawasan

Y X 1

el |Mr-‘ngf=ndal1l<nn mutu  pelaksanaan  ckspose

program kerja pengawas an penvelenggaraan
pemerintahan desa

Pemeriksaan/Evaluasiy/Revia/Maonioring
Penvelenggaraan Pemerintahan Desa

[=—p= A El gy
a  |Mengidentifik asi penvelenggaraan

|pemenintahan  desa yang memliki polenst
1 1 b
penyimpangan

v |Menganalisis dan mengevaluns i
penyelenggaraan  pemerintihan s vang
memiliki polensi penyimpangan

¢ |Memberikan rekemendast  perbaiian alas
penyelenggaraan pemerintihan clesin

['n |Menyusun kertas kerja pengawasan meliputi
| kertas kerja  pemeriksaan.  kertas kerja
| monitaring, kertas kerjn cvaluasi, dan/atau
kerias kerg reviu uniuk pelaksanasn agas
dalam pengawasan penyelenggaraan
pemerint ahan desa

b |Melakuk an reviu kertas kerja prngawasan
[moliputi kertas kerja  pemeriks aan, kertas
kerja  monitoring, kertas ke cvaluasi,
rlan/atau kertas kerji reviu uniulk
pelaksanaan  tugas  dalam pengawasan

|penyelenggaraan pemerintahian desa
|

¢ |[Melakukan reviu kertas lkerp  prngawasan
meliputi kertas kerja  pemerik saan, kertas
keria  monftoring,  loertas Kieia cvaluasi,
dan/atau lkerias leer o reviu untuls
pelaksanaan  tugas  dalam pengawasan
penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang
|telah dilakukan revia

Mengendalikan  mufu  pelaksanaan  penieriksaan
penvelenggaraan pemerimahan desa

Penyusunan
Laporan

—

a |Menyiapkan bhahan  penyusunan konsep
laporan hasil pengawasan penyelenggaraan
pemerintakian desa

b |Menyusun konsep laporan hasil pengawasan
penyelenggaraan pemeriniahan clesa

¢ |[Melakukan  reviukonsep  laporan hasil
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
desa

d  |[Melakukan reviu dan menyelujui laporan
hasil pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa

a  |Menyiapkan usulan  konsep  sural atensi
k cpada pimpinan objek pengawasan
[penyelenggaraan pemerintahan desa

Iy |Melakukan revin usulan konsep sural atensi
|kepada pimpinan objels prngawasan
i'pr*.nyc]enggnraan pemerimtahan desa

¢ |[Melakukan reviu usulan konsep sural atensi |
|lcepada pimpinan objrlk pengawasan
|penyelenggaraan pemerintahan desa

Elks pose Konsep Laporan Hasil Pengawasan

2 IMenyiapkan bahan ekspose laporan  hasil
' pengawasan  penyelenggaraan pemierintahan
I ldesa




No

Lingkup

Aspek

Langkah Kerja Pengawasan

b |Mclakukan komunikasi dengan pihai terkait
untulk penyusunan hahan Ik larifikasi
| ]
|pengaduan  masyarakat  dalam rangka

|pemeriksaan khusus
i

! N ———
¢ Menyusur  kensep I lariliknsi pengacduan
masyarak at  dalam  rangka pemeriksaan
khusus

d |Meiakukan reviu hasil kiarifikasi progaduan
masyarakat dalam rangka pemerik saan
khusus

¢ |Menyusun  keonsep  laporan  Klarifikasi
| pengaduan masyarakal dalam  rangka
pemeriksaan k husus

[ [Melakukan reviu dan menyetugui K onsep
[laporan  IKarilikasi pengadun  mis yarakal
|elalam rangka pemeriksaan Khusus
|thlaksanakan oleh PPUPD Al Maddya

g |[Menvampaikan  hasil  laporan peagaduan
[masyarakat dalam  ranglka  pemerik saan
[khusus kepada pimpinan

Pemeriksaan Pengarduan Masyaralk o

a |Menyusun kertas kerja pengowasan untuk
pelaksansan  tugas  dalamy pemerk san
pengaduan masyaralkat

b |Mrelakukan reviz Kertas Kerp pengawas an
[urule pelaksanaan tugas dalam peneriksann
[pengaduan masyarakat

¢ Melakuk an reviu kertas Ko pengawasan
uniuk pelak sanaan tugas dalam penteriksaan
pengaduan masyvarakat yang telah dilakulean

[ ]

¢  |Mengendalilean mutu pelalosanaan
| penierils saan pengaduan mas virak ar

Pemiberan  Kelerangan  Ahli H(‘_hil_!{.?l-:l- 5111/-8_;1[(;'
I"alkin

et g - — — - S

a |Memberik an keterangan ahli sebagai ahli atau
|saksi  fakia kepada penyidilk atau jaksa
[paruntut umum

b !Mrlakukan komunikasi  dengan jaksa
[prnuntur umum  dalam  rangk a pemberian
lieterangan ahli atau sak s {alia

¢ |Menyiapkan data dan dokumen administrasi
|vang dibutuhkan dalam rangka pemberian
|l cterangan ahli atau sak si Jakia

d |Mengikuti pelaksanaan  proses  pemberian
[k ererangan ahli atau saks: 1ds 1a di peradilan

Penyusunan
Laporan

—

|

a |Menyiapk en  bahan  penyusunan  konsep
laporan hasil pemeriksaan k husus

b |Menyusun kensep laporan hasil pemeriksaan
|} husus

¢ |Melakukan reviu keonsep laporan  hasil
pemeriksaan kkhusus

d |[Melakukan reviu dan menyectujui laporan
hasil pemeriksaan khusus

a |Menyiapkan usulan konsep surat alensi
lc epada pimpinan objck pemeriksaan khusus

b [Melalkkukan reviu usulan konsep sural atensi
k epacda pimpinan objck pemeriksaan K husus




No Lingkup Aspelc Langkah Kerja Pengawasan
c ,Melakukan reviu usulan konsep surat atensi
| I-lwpada pimpinan ohjek pemeriksaan k husus
J 3 |Ekspose Konsep Laporan Hasil Pengawasan
a |Menyiapkan bahan ekspose laporan hasil
|pemeriksaan khusus
|
b [Menyusun bhahan ckspase laporan  hasil
lpcme:‘iksaan khusus
¢ |Melakukan supervisi pelaksanaan ek spose
llaporan hasil pemeriksaan k hus us
d [Mengendalikan mutu pelaksanaan  ckspose
laporan hasil pemeriksaan k hus us
1 | = s
| 8 |Pengawasan Wa jib Perencanaan 1 [Penvusunan Program Kerja Pengawas an
| ; B g
|Dilakukan oleh Aparat Pengawasan ———
| |Pengawas taternal a Mcngumpulkan da‘m untk  penyusunan
| permesietati program  kerja  reviu,  evaluasi,  monionng.
| [ddan/atau pemertk saan waph difakuk an oleh
| | aparat pengawas intern pemerinth
| | I [Menyusun program ke revil, cvaluasi,
| moniforing.  dan/atau  pemeriksaan - wajb
| | dilakukan olech aparat pengawas  intern
pemerintah
| ¢ |Mengusulkan program kepa reviu, evaluasi,
| [monmdoring,  danfatau  pemerik saim wajib
| [illakulk an  olch aparat  pengawas  intern
| pemerintah
. [
| el !Mclakukan reviu  progrmt kerja revia,
|evaluasi, moanitoring, dan/atu pemerissasn
| wajil dilakuk an oleh aparal pengawas inte1n
| |pemerintah
(ES = St e T &
2 |Penvusunan Revist Program Kerjo Pengawasian
n [Mengumpulk an data untuk persusunan revisi
[program  kerja  reviw, cvalunsi nenidorng,
dan/atau pemeriksaan wapb dilik ukan oleh
| aparat pengawas intern pemermiah
| | i
I [Menyusun revisi programy  kerfn o reviu,
[evaluasi, monitoring, dan/atau pemeriksann
wajib dilakukan oleh aparar pengawas intern
pemerintah
| e |Mengusulkan revisi program kega reva,
evaluasi, monitoring, dan/atau pemerik sadn
| wajib dilakukan oleh aparal pengawas mitern
| pemerintah
0 [Meclakukan reviu revisi progrim ke revid,
cvaluasi, moniroring, dan/atau pemeriksaan
wajib dilakuk an oleh aparal pengawas intern
pemerintah
| = T =t
| | 3 |15 kspose Program Rerja Pengawasan l
' 1
e = : Sl e O |
I A [Menwiapkan bahan ks pose program keria |
| Inengawasan  wajib  dilakulk an olely  aparat |
| | pengawas interin pemerintah |
e e — e —
| I [Menyusun bahan ckspose program  kerja |
|pengawasan  wajh  dilak ukan  oleh  aparat
| pengawas intern pemerintah
]
| e |Mclakukan supervist peiaks anaan  ekspose

program kerja pengawasan wajih dilakukan
oleh aparal pengawas intern pemerintal

d  [Mengendalikan mutu  pelaksanaan eckspose
program kerja pengawasan wajb dilakukan

Joleh aparatl pengawas intern pemerintah




N Lingkup Aspelk Langkah Kerja Pengawnsan
| Kl l—— : = e
| b |Menyusun  bahan  ckspose  laporan  hasil
pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan
desa
¢ |Melakukan supervisi pelaksanasn  ckspose
laporan hasil pengawasan penyclenggaraan
pemerintahan desa
| == =
| d |Mengendalilc an mutu pelaksanaan ckspose
laperan hasil pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa
|
7 |Pemeriksaan Khusus 1 |Perrncanaan 1 |Pemeriksaan Pengaduan Masyarakal
Pengawasin -
{a Mengumpulkan data untuk penyusunan
|program kerja pemeriksaan khusus
b |Menyusun program kerja  pemeriksaan
khusus
¢ |Mengusulkan program kerja pemericsaan
ks husus
d |Melakukan reviu program kerja pemeriksaan
lchusus
2 |Penvusunan Revisi Program Kerja Pengawasan
a |Mengumpulkan data untuk penyusunan revisi
program kerja pemeriksaan khusus
5 |Menyusun revisi program kerja pemeriksaan
kkhusus
¢ [Mengusulkan revisi progran kerja
pemertksaan khusus
d Melakukan reviu  revisi  program kerja
| pemeriksaan khusus
3 |Ekspose Program Keria Pengawasan
I | o |Menyiapkan bahan ekspose progranm kerja
| | [premeriksaan khusus
J
1 - - . - . L}
| b IMenyusun “bahan  ¢kspose  program Kerga
pemerik saan khusus
| | « Melakulkan supervisi pelaks anpan rikspose |
program kerja pemeriks aan k husos |
d  |Mengendalilian mulu  pelak sanaan ek spose
||1mgmm kerja pemeriksaan khusus
| 2 |Pelaksanaan 1 |Penclaahan Pengaduan Masyarakai
Pengawasan 1 = ; ;
| a  |[Mengumpulkan data dukung lari pemberi
[mlormasi dalam rangka pemcriles aan khusus
+ =
i b |Memverifikasi data pendukung dari pemberi
mlormasi dalam rangka pemoenik saan K husus
| | ¢ |Melakulian analisis dan  penclaghan alas
| | linformasi awal dalam ranglksa pemeriksaan
|l husus
| | Frina e
| d |Melakukan reviu hasil penclaanhan pengaduan
[ |masyarakal dalam  rangka  pemeriksaan
[kkhusus
¢ |Mengendalikan teknis proses  penelaahan
|dalam rangka penmieriksaan k husus
| [ Mengendahik an mutu proses  penclaahan
| dalam rangka pemeriksaan khusus
2 |Klanik asi Pengaduan Masyaralk a |

RPN o i A e TN
a |Menyiapkan bahan dan  data k& I;u‘lilkas:!

pengaduan masyarakat dalam rangla
pemeriksaan khusus




e —-

| No | Lingkup Aspek
| | Pelaksanaan 1 |Revie Rencana Pembangunan Jangka Mei
Pengawasan Dm‘rah (RPJMD)

Langkah Kerja Pengawasan
nglka M -1t‘|1.gah

Mr‘ngldcnnﬂkam dokumen  terk ol rencana
pembangunan jangka menengah dace ah

'|h M(‘nganahslq dan mrng__rvr!.lu.lsl s esesuman

ldolcumen  terkait  rencana  pembangunan
iangka menengah daecrah dengan K elentuan
vang berlaku

| ¢ Merekomendasikan  hasil revin rencana
| pembangunan janglka menengah dacrah
| :

2 lR('vu: Rencana Siralegis o

a | Mengidentifikasi dokumen tlerkat  rencana
strategis

b [Menganalisis dann men gevaluasi kesesuaian
dokumen terkail rencana siralegis dengan
k ctentuan

c Merekomendasikan  hasil reviu rencana
stralegis

3 |Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan

Angparan
a |Mengidentifikasi dokunien terkait
perencanaan

pembangunan dan anggaran dacrah tahunan
dengan ketentuan

b |Menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian
dokumen terkaif perencanaan pembangunan
dan anggaran daerah t1ahunan dengan
ketentuan

¢ |Merekomendasiican hasil reviu perencanaan
pembangunan dan anggaran tahunan

4 |[Reviu Laporan Kiner ja

a  [Mengidentifikast dokinen terkait
penyusunan laporan kineega

h Mengandlms dan mengevaluass Kes esUAiAN
dokumen terkait penyusunan laporan knerfa
dengan ketentuan

| ¢ |Merekomendasikan hasil reviu laporan kiner ja

L e )
S |Reviu Laporan Prny(‘]r‘nggrnnm Pemerintahan
Mierah
1 o r

{ - ——
n Mf‘n;,ldvnnﬁkaqx dolkunirn  lerkatt  laporan
|p(‘l1y€’]( nggaraan pemermiahan dacrah

I+ Mt‘ngnnal:q:s dan 1'11(‘!1;_‘[‘\',1111.]‘\1 K rses Usian |
|(lnkum(‘n terkait  Iaporan  penvelenggaraan
|prm(‘1 intahan dacrah cengan k clentuan

Merckomendastk an hasi revi Taporan
pmwrlrnggm aan pemerintahan daerah

5 II Wi \ludsl Sistem Pengendalian | nternal Pemermtah |

| 2 |[Mengidentifikasi dok umen dan K ebijalean
terkait  pelaksanaan  sistem peragendalian

| Iinmrnal pemerintah

| 't -— - e - - —
| b |Menganalisis dan mengevaluass esesualan
I dokumen dan kebijakan lerk an pelak.sanaan
| sistem pengendalian  internal  pemierintah

dengan ketentuan

¢ |merckomendasikan hasil evaluasi  sisiem
pengendalian internal pemerintah




Lingkup Aspelk Langkah Kerja Pengawasan
7 |[Momtormg  dan  Evaluasi Tindak  Lonju [1ast]
Pemerilk saan Bacan Pemeriksa Keuangan dan APIP
a  Mengumpulkan dan mengidentlikasi
Lok umen  tindak  lanjur  hasil pemeriksaan
Nadan Pengawas Keuangan dan findalk tanjut
hasil pengawasan aparal  pengawns intern
pemerintah
b |Menganalisis dan  mengevaluasi  dokunien
nndale  lanpat hasil  pemenksaan  Badan
Pengawas Keuangan dan tindak lamjul hasil
pengawasan aparal pengawas intern
pemerintah atas kemajuan penyelesaiannya
¢ |Merekomendasikan  hasil manitoring  dan
bvaluasi  tindak  lanjut hasil pemeriksaan
| )
Nadan Pengawas Keuanpan dan tindak lanjut
lhasil pengawasan  aparal pengawas intern
pemerintah
& Mmdalk Lanjut Kerjasama AP dengas Instansi
[ain
A |Mengumpulkan data dan leehgakan lerkait
pelaiksanaan  kerja sama  aparal  pengawas
intern pemerintah dengan instanst lain
b |[Menganalisis dan mengevaluasi k esesuaian
Liata dan kehijakan terkait peiak sanaan kerja
sama  aparal  pengawas intern pemerintah
dengan instansi lain
¢ Merekomencdasikan hasil pelaksanaan kerja
sama  apparat pengawas  inlern pemerintah
rlengan instansi lain
@ Monioring dan Evaluasi Aksi Pencegpeilion Komipsi
den Pringutan Liar
| D —— - -
a [Mengumpulican cata dan kebijak an terkait
pelaksanaan aks pencegahan  korupsi dan
pungutan liar
b [Menganalisis dan mengevaluasi k esCsuaian
(lala dan kebijakan lerkait pelaksanaan aksi
pencegahan korupsi dan pungutan liar
¢ IMerck omendasik an hasil  moniforing  dan
cvaluasipelaksanaan aksi peneegahan I orupsi
rlan pungutan liar
10 |Pentnman Mandin Pelaksanaan Relormias Birokrasi
a  [Mengumpulkan data dan Kebyskan lerlkait
pelak sanaan reformasi HIrokrisi
b |Menganalisis dan  mengevaluast  data dan
liokumen  terkail pelaksanaan  reiormasi
! ‘
lirpkrast
¢ [Merckomendasikan hasil penilaian
pelaksanaan reformasi birokras
11 [Pendampingan/Asistensi/Konsulias
Penvelenggaraan Urusan Pemerintah Daecrah
a. |[Mendampig perangial tlaerah dalam
pelaksanaan penyelonggaraan trusan
IS pemcrindann daercaly
3 |Penyusunan 1 [ a |[Menviapkan bahan penyusunan konsep laporan
Laporan s 1l pengawasan wajih dilakukcan eleh aparval

]pr‘n;,m ‘as intern pemerintab

I3 |[Menyvusun konsep laporan hasil pengawasan
winhy dilalkukan oleh aparat pengawas micen

¢ [Melakukan  revin  kensep  laporan hasil

neggawasan wajil dilakukan




Aspek Laneki:ah Kerja Pengawasan

d [Melakukan reviu dan menyetujui laporan hasil
pengawasan wajib dilakukan

2 | a |[Menyiapkan wusulan konsep surat atensi
kepada pimpinan objek pengawasan wajb
dilakukan o¢leh aparat pengawas intern

b [Melakukan reviu usulan konsep surat atensi
kepada pimpinan objek pengawasan wajib
dilakukan dari PPUPD Ahli

c |Melakukan reviu usulan konsep surat atensi

d [Mengendalikan mutu pelaksanaan ekspose
laporan hasil pengawasan wajib dilakukan oleh
aparat pengawas intern pemerintah
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LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : ! TAHUN 2021
TANGGAL: 4 Donuar] 2021

PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
MENGGUNAKAN APLIKASI E-SASANDO

A. LOGIN

2020

Chrmas Ferddiclikan

- il Sign'in

Level keamanan aplikasi dirancang untuk input data secara multi
user. Dengan adanya password maka hanya user tertentu yang dapat
melakukan input data sesuai dengan wewenang masing-masing dan
meminimalkan terjadinya unauthorized user.

» USERNAME . input nama operator
» PASSWORD . input password operator
« TAHUN : tahun input data

e OPD : nama organisasi input data



B. DASHBOARD(BERANDA)

Admin

Odwiniztone SASANDO
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Merupalkan halaman utama aplikasi yang berisi pembagian menu-menu
input data dan informasi lainnya. Seluruh form-form data input dapat di

akses melalui halaman ini.

B el ~ PEMBAGIAN MENU DASHBOARD

DASHBOARD [ 'MENU SUB MENU

' Audilce

Pemshaman Proses Bisnis Auditee

Identifilkasi Alctivitas. Resiko,

Kenningkinan, Dampak, Pengendalian |

_Relkap itulasi Penilaian Resiko & Peta Resik o |

Rc;,mtm Res1ko

Pencntuan Faktor Resiko

Penclapan Ranking Restko

Pencntuan Faktor Risiko Total

[ __Laporan

LEFT MENU | . i VL dadwa] Awudit

___Program Ker_!_a

B KCH.IH Kega Aldie - |

C. Temuan Audit e Xl

:_D. Audil Checklist [
B
F

mo] oWl

PERENCANAAN

T

PELAKSANAAN Casir Opname

| LG _Asel pnamc. :

: [H. Berita Acara Pemer 1ksaan
[ A
|

2 Laporan Audit

ey :_B.____ Relmptlu]am LaLm aﬁ_ _

PROFIL _\S/:ilu?_:ltli] nisasi
INSPEKTORAT } Seared E e |
DAERAH Sejareh =
= | lepm‘m

Peraturan Peraturei
DOKUMEN '_Pa_nduan o
| Kode Etik NI

DAFTAR TIM AUDITOR i




C. PERENCANAAN

1. Auditee
- e
Al
Y IPYIA BN RD
* Nama Auditee : isian narasi text
* Alamat . islan narasi teat
» Nama Pimpinan OPO @ islan narasi text

2. Pemahaman proses bisnis auditec

a. Profil
EErS CXTETS

e U e

- — e

(1 L R S L R
-

o ACT
+ Tombol Tambah
+ Cetak Sub Biro

manp anpas
£ LT e Brmes
P Sy T i [ T T— i
A ——" s ' "

(1]

action edit/hapus
input list daftar sub bLiro

tombo! view atau cetak ke printer

Tambah Nama UnitBiiro di Linglkaungan OPD & Pimpinan

Bwo

fana Oio [ Budang Fasehwrun Musyus

Hamg sl

L Cimpiond Vb

W g an

& Nama Biro

* Nama sub

o Nama File

s Choose File

¢ Keterangan

« Tom bol Tutup
s Tombol Simpan

b. Struktur organisasi

€ o [ i |

= Tombol Simpan
s ACT

s Tambah Dokumen

Yot i

combo piihan biro
isian text

isian nama fie

pikih lokasi file upload
isian narasi text

batal input

simpan database

Fuvhewgan ivy i

simpan seluruh data ke datakbase
action pilih lokasi file upload
tarmbah baris tabei



3,

Identifikasi aktivitas, resiko, kemungkinan, dampak, pengendalian

e e

=3
* Disusun cleh
¢ Tempat/Tgl disusun
« Diperiksa aleh
* Tombol Simpan

isian naras! text

. isian narasi lext dan piliban tanggai

isian narasi tost
simpan ke database

===
-y
- A P [ by ¢
- L el S - a -
L s UL C T J— P, 5 . .
o - nan | R
= T
*  Aktivitas Umum isian narasi text
#* Reslko :  Isian narasl text
s K rikal sngka skor kemungkinan
- D nilal angka skor dampak
¢ Nilsi Resiko : otomalls
* Cetak Tabel tombol view atau cetak ke printer

4. Rekapitulasi Penilainn Resiko dan Peta Resiko

w

& Disusun oleh 5
e Tempat/Tgl disusun :
# Diperiksa oleh

& Tombol Simpan
o=
o
- e Seas g
e - ———
—— | —
e R ——"
-
= e

*  Aktvitas Urnum

» Resiko

= K

« D

= MNilal Resiko

= Keterangan :
s Cetok Tabal

Register resiko

RET N

et UM amALn

I e -

KA

» Disusun oleh :
s Tempat/Tgl disysun £
& Diperiksa oleh 2
« Tombo! Simpan :
« Cetak :

islan narasi text
isian narasi teal dan pilthan Yanggal
Islony narasi text

steryprank e dalabase

e n - PR
e mmmean e -
L] - e L e ]

Klan naras| 1pxt

isran narasi toxt

ntlai anghka shor kemunghinan
rifar angka or dampak
otomatls

otomatis

tombol view stau cetak ke prinies

isisn narasi text

isian narast text dan pilihen tangpat
Isian narasi text

simpan ke database

tombol view stau cetak ke prirter



a. Hasil audit tahun sebelumnya
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s Tombol Yambah Data : Input data tahun sebelurmnya
+ ACT ¢ action edit/hapus
b. Penetapan Nilai Faktor Resiko
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6. Penetapan Ranking Resiko
ey
T w Twagn Amre -
[3-1me [t on |
* Disusun oleh 1 Isian naras text
« Tempat/Tgl disusun 1 Isian heresl text dan pilihan tangge
* Diprriksa oleh i Daien nirasd tewt
& Tombol Simpan 1 simpan ke database

# Celak 5 tombol view alavcetak ke printer



7. Penentuan Faktor Risiko Total OPD

Forome T Ay

T
[}

+ Diswsun aleh 1 Isian naresi tend

v Tempat/Tyl disun : lvan naraa) et don gthan tanggal

= Digeerikes ubeh 1 Biar mardsitea

» Tombol §impan . sbrpan e database

¢ Catak + tombal vlew Raw eatak ke peimer

8. Laporan

I
o g Y AERAE a
T ey
 ereee | momn |
» Disusun cleh ¢ isien narast text
* Tampat/Tg disusun o lgiey natash text dan pidlhan tanggal
# Dipertksa oleh : Isian narasl text
# Tomboi Simpan ¢ simpan ke databiowe
» Cobak : jornbol vigw stae cefak ke prnter

9, Jadwal audit

Tt gk
T g ¥ v— r— N
Brvun Do
ErEaER

# Disusun cleh :  Isisn naras text
s Tempat/Tgl disusun :  Isinn narus! text don pilihan tanggs!
= Diperiksa olsh :  Isinn narasi text
e Yombol Simpan : whogan ke database
e Cetak : tombol view st cetak ke printre
o Wy e

L eaadanl e ng S

' far feuntia S T B e Gl

oot
= Isdwal Audn : pilthan wenggsl
= Team Audit Istan narasitext
s Uplaad Dokimen - nara fife, tombo! lokasl Be uplosd, dan higais file
D. PELAKSANAAN
1. Program Kerja
P
et g ——— = L]
o]

& Digugun olwh 150 naras: Text
o Tarnpet/Tgl dizunn Lgian naeaste xt dan pihan tangg il
* Diperilksa rleh idan hara 1ext
& Tombol Sienpan smpan ke damabase

= Colak . ternbol view atau ttak ke printas



2.

3. Temuan Audit

LT PELANSAMAAR PROGRAM KERUA
[ & - ]

-

& & &

e
==
e
B ]

Mo Surm

Sasaren

Sty Sanr an
Tanggal

Ferigngg ung Jawald
Pernbaed Tugas

« Fenariens Tugat

Cetni Tabel

¢ isdan angha/text

© GiE narRsitet
il rearszy tiret
pilihan tange s
nlpn hoarksitext
isizn narasi et
san narssitert

tombol view stau catad ke primer

TASEL PELAKSANAAMN PROGRAM KERIA
[ ]

- -

Anggaven Wait u

e Anggacan Dam
+ Realisasi Dera

Cetal Tahed

o o

o eag S

I

O

e idk

fvmas

[P
[y,

]

Disigun oleh
Tempa/Tal disvmun
Diperikan oleh
Progreen Kesis Ak
Nomor KKA

Tanggal

Uit Kerja

Sasuran

* Sub Savaran
& Tohmn Al

[C T

bl R Plabel

W e

Wiy -

LSl ]

Ty

i M

pibhan tenggal
inpar noranal
inpak rorsnal

-
e Femmam S
. bl W

L
= e

tovmhol vew atau tak ke pricter

Kertas Kerja Audit

Bian narpsiiest

imn seraslicxe den iihan Tmpgal

bslam narmt fext
oraeromiy by logio
besn naras iext
pilhan wariggel
Wian ngrasi text
Kian rarasi yext
an narasiterr
i naritest

Peres FerRen I ¥

ET TR TR -



+ Disisun oleh

s Tempat/Tg disusun
» Diperiksa oleh

+ Program Kerjs Audit
« Nomor KKA

+ Tanggal

* Unit Ketja

* Sasarsn

& Sub Sasaran

*  Tujuan Audit

4. Audit Checklist

» Disusun Oleh

+« Tempat/Tanggal
+ Diperiksa Oleb
« Tombol Simpan
+ Tombol Zetak

5. Cash Opname

Morauatrapsd mmonr

Py s Jatw ey

e B g

islan narasi text

Isian narast ext dan pilihan tanggal
isian narast text

ctornatis by logie

itian narast text

pillnan tanggal

itian rarast text

iSian rarasi 1wext

isian narasi text

isian narasi text

isian narasi text

isian narasi text dan pilthan rangpal
isian narasi text

simpan ke database

view dan cetak ke printer

Herhe P Lovas Povriuman =

Senpaamy P

T v e, ]
Late w4 Bard P Tongya
g

o



o Disusun Oleh

= Tempat/Tanggal

* Diperiksa Oieh

» Tanggal Audit

¢ Nomor Surat Tugas

« Nama OPD

+ Nama Auditor Pelaksana
¢ NIP Auditor Pelaksana
» Kewa Tim

# NIP Ketua Tim

« lokasi Perhitungan

« Saldo Kas Perbuku

« Saldo Kas di Bank

6. Stock opname

Toupan ris RN o
o W boges
i (80 O brupnow v

W) BT Fres s

Lt T 2% ST

) P QR iRt FY0e

Py ey e

* Disusun Oleh

+ Tempat/Tanggal

» Diperiksa Olen

» Tanpggsl Audit

» Nomor Surat Tugas

+ Nama OPC

= Nama Auditor Pelaksana
« NIP Auditor Pelaksana

e Ketua Tim

»« NIP Ketua Tim

+ Nama Penanggung Jawab
+ NIP Penanggung Jawab

7. Aset opname

isian narasi text

isian narasi text dan pilihan tanggal

isian narasi text
Pilihan tanggal
istan narasi text
otomatis by login
i5ian narasi 1ext
isian narasi 1ext
isian narasi text
Isian narasi 1ext
isian narasi text
nominal angka

nominal angka

isian narasi text

isian narasi text dan pilihan tanggal

isian narasi t@xt
Pilihan tanggal
isian narasi text
atomatis by login
sian narasi text
isian narasi text
isian narasi text
isian narasi text
isian narasi text

isian narasi text

S
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+ Disusun Oleh :  isian narasi text
+ Tempan/Tanggs! 1 isian narasi text dan pilihan Tanggal
+ Diperikia Oleh o isian narasi text
* Tanggal Audit . Pilihan tanggal

* Nomor Surat Tugas :  isian narasi text
+ Nama OPD : oLornatis by login
¢ Nama Auditor Pelaksana ©  [sian narasi text
= NIP Auditor Pelaksana © isian narasi text
¢ Ketua Tim :  isiah narasi text
* NIP Ketua Tm :  isian narasi text
s Nama Penanggung lawab : isian narasi text
* NIP Penanggung lawab : isian narasi text

8. Berita Acara Pemeriksaan

Crpwrssn sy Crety

s 0P Chngs Resdpg v »
noar arw Tipst
T e (- SR '] [»]

e b ot
LTl

ol RAvw e

Ay e Aggere
Pebe O AcrItit

kil 'y P o (0



Turum Arps 80 St

e heclt

T

Targyar Bmers H At

Tersin Tangen Pdus |

Twrdia Taagan finsk 7

+ Diwmur Qieh

= Tempat/Tangenl

s TEpertisa Odeh

= Hama CPD :
¢ HNomor Suret Tugos %
» Tangrad ]
» LUnir Kerja

= Sazaran

» SubSasaran

o Tujuen Audt

= Hama Musdites

= HNip Audites

= iobeten Aucitee

+ Harme Pihek Auditor

E. PELAPORAN
1. Laporan Audit
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2. Rekapitulasi audit

o laporan Audit
s Tahun Anggaran
e Keterangan

s Tombol Cetak

e At Pubwr Ang gur ey

: isian narasi taxt
:  isian narasi text
isian narasi taxt

view dan cetak ke printer

F. PROFIL INSPEKTORAT

1. Visi Misi

Dibumen Pendusany
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» Wil

s Misi

. IEan naras teat

i$ian narast text

¢ Dokumen Pandukung

* Tombal Simpan

2. Struktur Organisasi
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Sif?‘p&"‘. semug ke datasase
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* lIsian
e Dokumzn Pendukung

+ Tombol Simpan
3. Sejarah
Sa e

Percarm Sirveg

(Mraimpn Pavhaeng

Sejarah
Rencana Stravegi

= Dokumen Pendukung
Tombo! Simpan

4. Pimpinan

an
Daualran Panduieg

* isian
¢ Dokumen Pendukung

» Tombal Simpan

G. DOKUMEN

1. Peraturan-Peraturan

Dokumen Peadusaing

s Isian
s Dokurnen Pendukung
= Tombol Simpan

2. Panduan

[ ]
Ureaimen Pena.saing
= [sion

» Dokumen Pendukung
s Tcmbo! Simpan

3. Kode Etik

Itkamy

Cotumen Femduung

Laseipan

» [si3n
« Dokumen Pendukung
« Tombol Smpan

istan narasi text
nama file dan pilihan lokasi file upload

simpan semua ke database

[ 1 e sicett | Cneematte [0

isian marasi text

isian narasi text

nama file dan pilihan lokosi Tile upload
simpan sermus ke database

[ITRNETSI S S t_'“": :z

isian narasi text
nam 3 file dan pilihan lokasi file upload

simpan semua ke database

| erowes e[RRI

isian narasi toxt
nama file dan piiihan lokasi filz upload

simpan semua ke databasc

ETT=WES v |

isian narasi text
nama file dan pilihan lokasi file upload
simpan semua ke database

iy W Bt Graesa i b

isian narasi text
narma file dan pilihan lokasi file uplaad

simpan semua ke datsbaese



H. DAFTAR TIM AUDITOR

1. Data

e
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» Tombol EXCEL

export to excel file

e Tombol PDF view dan cetak ke printer
e ACT action edit/hapus
2. Tambah

¥ Form tambah tim audizor

Nama (1oma
Kabupaten | Fih kabupaten
Pangkat | Pih Pangkat
Jabatan | Puh Jabatan

Keterangan h‘tlerangan

* Nama isian marasi text

* Kabupaten combo pilihan
® Pangkat combo pilihan
* Jabatan combo pilihan
* Keterangan isian narasi text

® Tombol Simpan simpan ke database dan tampilkan pada tabel

é GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

gVIKTOR BUNGTILU LAISKODAT



LAMPIRANV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : | TAHUN 2021
TANGGAL:4 Jonuof 2021

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAPORAN HASIL PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

A, EKSPOSE HASIL PEMERIKSAAN

I

Selambat-lambatnya 1 (satu} minggu setelah selesai melakukan
pemeriksaan, Tim Pemeriksa wajib melakukan ekspose hasil pemcriksaan.

Pengendali Tekms dan/atau Inspektur Pembantu menyerahkan Konsep
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP} 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan
kegiatan ekspose kepada Sekretaris.

Ekspose konsep laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dipimpin
Pengendali Teknis dan/atau Inspektur Pembantu dengan penyanggah
ferdiri dari Inspektur Pembantu, Sekretaris, Pejabat Fungsional
Auditor/PPUPD dan Kepala Sub Bagian terkait.

Penyanggah dalam ekspose harus memenuhi kuorum (50 % + 1), bila tidak
memenuhi kuorum ekspose ditunda pada kesempatan berikulnya dengan
maksimal penundaan 2 {dua) kali

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi membuat notulen ekspose sebagai bahan
perbaikan konsep laporan hasil pemeriksaan yang harus dilaksanakan
oleh Tim Pemeriksa.

B. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

L.

w

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan
pemeriksaan, Tim Pemeriksa wajb menyelesaitkan laporan hasil
pemeriksaan yang telah diperbaiki sesuai hasil ekspose beserta Nota Dinas
Pengendali Teknis dan/atau Inspektur Pembantu kepada Inspektur
Provinsi, Konsep Nota Dinas Inspektur Provinsi kepada Gubernur dan
Konsep Penegasan  Gubernur kepada Bupati/Walikota/Punpinan
Perangkat Daerah.

Bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP’), sebagaimana pada Format &.

Bentuk Nota Dinas Pengendali Teknis/Inspektur Pembantu kepada
Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana pada Format 9.

Bentuk Konsep Nota Dinas Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur
kepada Gubernur, sebagaimana pada Format 10.

Bentuk Konsep Petunjuk Gubernur kepada Bupati/Walikota/Pimpinan
SKPD, sebagaimana pada Format 11.



Format 1
BENTUK LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri dari laporan bentuk surat dan laporan bentuk
bab.

2. Laporan Hasil Pemeriksaan bentuk surat.
Laporan bentuk surat memuat hal-hal yang bersifsat strategis dan mendesak uptuk
segera ditindaklanjuti.

3. Laporan Bentuk Bab.
Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri atas beberapa Bab yang maksuqnya untuk_
melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh, dengan sistimatika sebagal
berikut:

KOP
—nnn

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Urusan pemerintahan :

i :

Nomor

Tanggal R s e e
LAampiran : 1 {satu) berkas
Saiuan kerja Yang diperiksa

Sasaran pemeriksaan

Per todc pemeriksaan

| Bab 1 Simpulan dan Rekomendasi. g
A, Simpulan Hasil Pemeriksaan.
3. Rckomendasi.
Bab II1 : Uraian Hasil Pemeriksaan
A Data Umum
Dasar Pemeriksaan
Tujuan Pemcriksaan
Ruang Lingkup Pemeriksaan
Batasan Pemeriksaan
Pendekatan Pemeriksaan
Strategi Pelaporan
Status dan Tindak Lanjut Teniuan Hasil Pemeriksaan yang lalu
B Proﬁl Administrasi Umum Pemerintihan
! Kebijakan Dacrah
2. Kelembagaan
3. Pegawai Daerah
4.  Keuangan Daerah
5} Barang Daerah
C. Profil Urusan Pemerintahan
. Temuan dan Rekoniendasi
Bab III : Penutup
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Penjelasan secara rinci tiap-tiap butir yang terdapat pada Laporan Hasil
Pemeriksaan :

Bab | Simpulan dan Rekomendasi.

[. Simpulan.

1.

&

Sesi ini merupakan ringkasan dari isi Laporan Hasil Pemeriksaan “Bab Il
Uraian Hasil Pemeriksaan” yang memuat secara ringkas simpulan hasil
pemeriksaan dan penilaian kineja instansi dan aspek-aspek pusat
perhatian pemeriksaan secara kualitatif terhadap pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi yang berkaitan dengan pengendalian manajemennya, temuan-
temuan dan informasi penting dari setiap aspek pendukung pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi berikut rekomendasi, tangapan dan komitmen
pejabat instansi vang diperiksa.

Temuan masing-masing aspek yang bersifat positif maupun yang negatif
diuraikan secara ringkas namun lengkap dengan maksud agar pengguna
laporan memperoleh gambaran yang seimbang dan obyektif mengenai
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Penggunaan temuan
hendaknya dibatasi pada temuan-temuan penting (Pricipal Findings)
sedangkan tanggapan pimpinan yang isinya menyatakan keberatan /
ketidak setujuan atas temuan dan rekomendasi disertai alasannya.

Temuan positif pada hakekatnya merupakan hakekatnya merupakan hasil
pelaksanaan yang cukup baik yang perlu diberikan nilai tambah tersendiri
sehingga perlu diungkapnan dalam laporan.

Temuan disusun menurut urutan aspek vang diperiksa.

Rincian temuan secara lengkap pada Uraian Hasil Pemeriksaan

If. Rekomendasi.

Sesi ini menguraikan saran-saran/rekomendasi perbaikan kepada instansi
atas temuan yang diidentifikasi dalam pemcriksaan.

Bab II Uraian hasil Pemeriksaan

[. Data Umum

L,

Dasar Pemeriksaan,

Sesi  ini  menguraikan tentang dasar dilakukannya pemeriksaan
komprehensif terhadap suatu instans: Pemerintah meliputt :

Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pembentukan Unit Organisasi
Aparat Pengawasan yang bersangkutan.

Program Kerja Pengawasan Tahun (PKI’T) yang mencantumkan rcneana
pemeriksaan terhadap instansi yang bersengkutan.

Surat Penugasan dart Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat
Penugasan pada unis organisasi aparal pengawasan yang bersanglkutan.

Tujuan Pemeriksaan.

Pada sesi ini diuraikan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk
mendapatkan penilaian yang komprehensif terhadap pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi dari instansi yang diperiksa dan mengetahui se jauhmana
pelaksanaan aspek-aspck penyelenggaraan pemerintahan daerah telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku sccara efisien dan efektif.

Ruang Lingkup Pemeriksaan,
Pada sesi inl diuraikan tanggal ruang linglkup pemeriksaan

Batasan Pemeriksaan.



6.

10.

Pada sesi ini diuraikan tentang kegiatan atau bidang yang tidak
diperiksa/dinilai berikut alasannya.

Pendekatan Pemeriksaan.

Pada sesi ini diuraikan tentang pendekata yang dilakukan dalam
komprehensif. Pendekatan yang dimaksud adalah bahwa pemeriksaan
komprehensif dilakukan melalui berbagai tahap pemeriksaan pada
berbagai bidang pemeriksaan yang potensi dengan menggunakan tcknik-
teknik tertentu.

Strategi Pelaporan.

Pada sesi ini diuraikan suatu pengantar bag pengguna laporan mengenai
apa saja yang akan dikomunikasikan oleh pemeriksa dari hasil
pemeriksaannya dan bagaimana mengkomunikasikannya, schingga
pengguna laporan akan lebih mudah menangkap pesan-pesan yang akan
dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dan mengambil manfaat yang
sebesar-besarnya. Pada pemeriksaan komprehensif, strategi pelaporan
pada umumnya meliputi pengkomunikasian hasil penilaian umum
terhadap instansi yang diperiksa termasuk temuan positif serta meliputi
pengkomunikasian hal-hal yang mendesak untuk ditindaklanjuti dalam
suatu laporan tersendiri dalam bentuk surat.

Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan yang lalu.

Sesi ini diuraikan secara singkat jumlah temuan hasil pemeriksaan yang
lalu serta status tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh pejabat yang
bertanggungjawab atas penyelesaian temuan hasil pemeriksaan yang
bersangkutan.

Profil Administrasi Umum Pemerintahan yang digambarkan berupa
Kebijakan Daerah, aspek Kelembagaan, pengelolaan kepegawaian dan
Keuangan daerah scrta pengelolaan Barang Daerah pada instansi yang
diperiksa.

Profil Urusan Pemerintahan yang digambarkan berupa : urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan dan dilaksanakan, baik Urusan
Wajib dan/atau Urusan Pilihan. Disamping itu juga dapal diuratkan juga
pelaksanaan Dekonsentrasi dan atau Tugas Pembantuan serta Kebijakan
Pinjaman Hibah Luar Negeri yang dilaksanakan oleh instansi yang
diperiksa.

Temuan dan Rekomendasi.

Sesi ini menguraikan secara lengkap temuan dan rekomendasi yang
berkaitan dengan hasil pemeriksaan pada instansi yang diperiksa, sebagai
berikut :

Temuan pemeriksaan menjelaskan tentang adanya perbedaan antara
kondisi yang ditemukan dengan kriteria, penyebab dan akibat yang
ditimbulkannya. Dengan demikian temuan harus mengungkapkan kondisi,
kriteria, efek (dampak), penyebab utama dan disertai pula dengan
rekomedasi perbaikan agar kejadian terscbut tidak terulang lagi.

Komentar pejabat yang bertanggungjawab mengenai tcmuan dan
rekomendasi yang dikemukakan oleh Tim Pemeriksa.

Komitmen dari pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut
atas rekomendasi yang diusulkan pemeriksa.



Format 2
NOTA DI HASIL PEMERIKSAAN KEPADA INSPEKTUR

NOTA DINAS

Kepada . Inspektur .......

Dari ! Pengendali Tekmis/ Inspekiur PembRul ... oo xvsvsevmmssenss

Nomor

Tanggal

Sifat

Lampiram -5 =

Perihal
Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan di Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Tim Inspektorat .......... telah melaksanakan
Pemeriksaan di .............

Rerdasarkan hasil pemeriksaan disampaikan hal-hal yang menonjol
vang perlu mendapat perhatian/tindak lanjut dari instansi/unit kerja :
vang diperiksa antara lain : ]

Perlu kami laporkan bahwa temuan-temu.an pemeriksaan vang
bersifat teknis, telah disampaikan kepada instansi/unit kerja yang
bersangkutan sebagai bahan masukan untuk pembinaan lebih lanjut.
Apabila Bapak berkenan, bersama ini dissampaikan Konsep Notla Dinas
Inspektur ........... kepada Gubernur/Rupati/Walikota ............ untuk
ditandatangani.

Demikian untuk menjadi periksa.

Pengendali Teknis / Inspektur
Pembantu,

R R R R R R R R R R R RN T ]

=B o



Format 3

NOTA DI HASIL PEMERIKSAAN KEPADA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

KOP

inepada
Dari
Nomor
Tanggal
Sital
Lamipiran
Perihal

¢ Hasil Pementkesaan € s )

NOTA DINAS

. Cubernue/Bugath/ WaliRola, ..o i
s TSR . oo s

*—— - P =

Sesuat dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan di Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Tim Inspektorat ... ... telah mclaksanakan
Pemeriksaan Reguler di .............

Berdasarkan hasil pemeriksaan disampaikan hal-hal yang menonjol
yang perlu mendapal perhatian/tindak lanjut dari instansi/unit kerja
vang diperiksa antara lain :

B i dst

Perlu kami laporkan bahwa temuan-temuan pemeriksaan vang
bersifat teknis, telah disampaikan kepada instansi/unit kerja yang
bersanglkutan sebagai bahan masukan untuk pembinaan lebih lanjut

Apabila Bapak Gubernur berkenan, bersama ini disampaikan Konsep
surat petunjuk Gubernur kepada Bupati/Walikota/Pimpinan SKPD
............ untuk ditandatangani.

Demikian untuk menjadi periksa.

Inspcktur,

----------------------------------

Pangkat / Golongan Ruang




Format 4

SURAT PENEGASAN GUBERNUR
KEPADA BUPATI/WALIKOTA/PIMPINAN OPD

-

{(KOP GUBERNUR])

Nomor .

Silat - |

Lampiran Yth. Bupati/ Walikota/Pimpinan

Perihal ¢ Pencgasan OPD f
di -

Sehubungan dengan Pemeriks aan Tim Inspektoral ............
vang dilakukan dari tanggal ............... sampai dengan ...,
ditemukan hal-hal yang perlu mendapat perhatian Saudara scbagai
il
1. a. Uralan tentang masalah temuan

b. Kriteria ;
c. Rekomendasi
2. a. Uraian tentang masalah temuan :
b. Kritcria E
¢. Rekomendast I
3. Dst :

Berdasarkan hal tersebut agar dilakukan langkah-langkah
penertiban, termasuk temuan-temuan lain dalam Laporan iasil
Pemeriksaan (LHP).

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab +
dan hasilnya dilaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sctelah |
surat ini diterima. |

GG ot i iy

oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan ............ ¢ STCERERERNEN.
2. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di ............;
3. Inspektur Dacrah Provinsi.

= 28 =



C. Daftar

Nomor Kode Temuan, Penyebab dan Rekomendasi hasil

pemeriksaan

1. Kode Temuan Pemeriksaan

| KODE PENJELASAN KELOMPOK TEMUAN
| 00 NIHIL
0000 | Nihil
01 KEJADIAN YANG MERUGIKAN NEGARA DAN MASYARAKAT.
| 01.01 | Ketekoran Kas
01.02 | Uang/barang Negara/Badan diambil untuk kepentingan pribadi .
01.03 | Pengeluaran Fiktif (Pengeluaran tanpa imbalan barang atau jasa bagi
negara/badan usaha)
01.04 | Hargaq pengadaan/pelaksanaan pekerjaan lebih tinggi dari yang
semestinya sehingga perlu ada pengembalian uang
. 01.05 | Pengembalian uang muka untuk pekerjaan pengadaan yang tidak
| dilaksanakan
01.06 | Pengembalian uang karena kualitas barang/jasa tidak sesuai kontrak
| 01.07 | Pelaksanaan pekerjaan /pengadaan atas barang/jasa yang tidak sesuai |
kontrak
01.08 | Tindakan lain pegawai yang menimbullcan k erugian
negara/BUMN/BUMD
! 01.09 | Kelalaian pegawai yang menimbulkan kerugian Negara
01.10 | Tuntutan ganti rugi kepada pegawai atau kepada pihak Il yang masih
‘ harus diselesaikan pembayarannya (belum dilunasi) '
01.11 | Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tiijuan/sasaran program |
01.12 | Pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas
01.13 | Pungutan kepada masyarakat/Perusahaan diluarketentuan
01.14 | Pemotongan bantuan negara kepada masyarakat
01.18 ‘ Menghidupkanr kembali temuan 01 yang telah diekstra k omptabel-kan
tetapi ditindaklanjuti
02 KEWAJIBAN PENYETORAN KEPADA NEGARA
02.01 | Kewajiban Penyctoran Pajak (Pajiulk Bea dan Cukai, Pendapatan Minyak)
02.02 | Pajak yang telah dipungut oleh Bendaharawan/Badan scbagai (Wapu)
tetapi belum distor ke Kas Negara sesuai dengan batas waktu vang telah
ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku
02.03 | Pajak-pajak yang masih harus dipungut dan disetorkan ke Kas Negara
oleh
02.04 | Tunggakan angsuran pajak yang masih harus disetorkan ke kas Negara
02.05 | Kewajiban penyetoran pajak daerah
02.06 | Pajak daerah yang telah dipungut oleh Bendaharawan/Badan (sebagai |
' wapu) tetapi belum disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan batas waktu |
yang telah ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku
02.07 | Pajak-pajak daerah yang masih harus dpungut dan disctorkan ke Kas
Daerah atau Bendaharawan/Badan
02.08 | Tunggakan angsuran pajak daerah yang masih harus disctorkan ke Kas
Daerah
02.09 | Kewajiban penyetoran ke Kas Negara berupa jaminan lelang,
. pelaksanaan pekerjaan dan lainnya
| 02.10 | Kewajiban penyetoran ke Kas BUMN/BUMD jaminan lelang,
: pelaksanaan pekerjaan dan lainnya
02.11 | Denda atas kelambatan peker jaan/pengadaan barang
02.12 | Jumlah denda telah ditetapkan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara
. 02.13 | Jumlah denda masih harus ditetapkan dan disetorkan ke Kas Negara
; 02.14 | Denda atas kelambatan pekerjaan/pengadaan barang atas beban
I anggaran daerah " o el I e BT
02.15 | Jumlah denda telah ditetapkan tetapi belum disetorkan ke Kas Daerah
02.16 | Jumlah denda masih harus ditetapkan dan disetorkan ke Kas Daerah




PENJELASAN KELOMPOK TEMUAN

| KODE
. 02.17 | Denda atas kelambatan pekerjaan/pengadaan barang atas beban
| BUMN/BUMD
i 02.18 | Jumlah denda telah ditetapkan tetapi belum disctorkan ke Kas
BUMN/BUMD
02.19 | Jumlah denda masih harus ditetapkan dan disetorkan ke Kas
| BUMN/BUMD
: 02.20 | Tuntutan ganti rugi kepada pegawai atau pihak [II yang masih harus
’ diselesaikan pembayarannnya (belum dilunasi)
02.21 | Sisa beban sementara pada akhir Tahun Anggaran yang tidak |
| dipergunakan lagi dan masih harus disetorkan ke Kas Negara/Daerah
02.22 | Kewajiban penyetoran bukan pajak berupa tunggakan penyetoran |
‘ | penerimaan bukan pajak/pungutan penerimaan lainnya yang menjadi
hak Negara/Daerah
02.23 | Kewajiban penyetoran lainnya seperti hasil penjualan barang, sewa alat-
alat besar, sewa rumah dinas dan sebagainya yang masih harus
' disetorkan kepada Negara/Daerah
02.24 | Barang/jasa tidak sesuai dengan BA atau kontrak
02.25 | Menghidupkan kembali temuan 02 yang telah di ekstra Koemptabel-kan |
' tetapi ditindaklan juti
‘ 03 | PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
YANG BERLAKU |
03.01 | Pengelolaan Badan Usaha BUMN/BUMD '
03.02 | Organisasi
03.03 | Pengelolaan Kepegawaian
03.04 | Keuangan
03.05 | Lainnya
04 PELANGGARAN TERHADAP PROSEDUR DAN TATA KERJA YANG TELAH
| DITETAPKAN
04.01 | Ketentuan-ketentuan intem organisasi, obyek yang diperik sa
04.02 | Ketentuan khusus berlaku bagi organisasi yang bersangkutan
04.03 | Persekongkolan (kolu si)
04.04 ‘ Mengutamakan kepentingan kerahat/sahabat
05 PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN PELAKSANAAN ANGGARAN
05.01 | Penyimpangan dari Keppres Pedoman Pelaksanaan APBN/APBD
05.02 I Penyimpangan dari RKAP atau Pecdoman Pelaksanaan Anggaran lainnya |
05.03 | Penyimpangan dari Pedoman Pelaksanaan Anggaran lainnya
06 06.01 HAMBATAN TERHADAP KELANCARAN PROYEK |
06.01 | Pelaksanaan proyek menyimpang dari jadwal
06.02 | Selesai proyek menyimpang darijadual
07 HAMBATAN TERHADAP KELANCARAN TUGAS POKOK |
07.01 | Penyimpangan dari jadwal selesainya Tugas Pokok
' 07.02 | Tidak diselenggarakannya atau tidak diselenggarakan dengan baik satu |
| | atau lebih Tugas dan Fungsi Satuan Kerja I
08 | KELEMAHAN ADMINISTRASI (KELEMAHAN TATA USAHA/AKUNTANSI) |
' 08.10 [ Kelemahan adminstrasi keuangan
08.11 | Kelemahan dalam pedoman atau sistim pencatatan
08.12 | Kelemahan dalam pelaksanaan peneatatan atau pelaksanaan PAI ,
; 08.13 | Bukti-bukti pencatatan tidak lengkap |
' 08.14 | Pelaporan tidak ada sesuai standar, tidak dilaksanakan atau mengalami |
| kelambatan
08.15 | Penyimpanan dokumen keuangan menyulitkan pencairan kembali
08.20 | Kelemahan administrasi non keuangan
08.21 | Kelemahan dalam pedoman atau sistim pencatatan |
08.22 | Kelemahan dalam pelaksanaan pencatatan |
08.23 | Bukti-bukti pencatatan tidak lengkap :
08.24 | Pclaporan tidak dilaksanakan, tidak ada atau mengalami kelambatan
08.25 | Penyimpanan dokumen non keuangan menyulitkan pencarian kembali J

4



KODE PENJELASAN KELOMPOK TEMUAN
09 KETIDAKLANCARAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
09.01 | Ketidaklancaran mdalam menerbitkan peiinan kepada
| | masyarakat/instansi oleh instansi yang berwenang pada Dep/Pemda |
seperti ijin usaha, ijin pemakakian tempat, ijin menggunakan pcralatan,
jin mengolah atau m
09.02 | Ketidak lancaran aparatur pemcrintah /BUMD dalam memberikan
pelayanan sebagai tugas pokoknya kepada masyarakat.
10 TEMUAN PEMERIKSAAN LAINNYA
10.01 | Hamabtan kelancaran Program Pcmbangunan
! 10.02 | Pelaksanaan tugas belum efisien
10.03 | Pelaksanaan pengadaan sumber daya belum hemat
10.04 | Pencapaian tujuan belum efektif
l 10.05 | Produktivitas masih rendah
I 10.06 | Temuan lainnya {belum ada kelompok] G < o [

II Kode Penyebab Pemeriksaan

KOD_lf.",:-‘__; "f"-_'-’;f' ~ PENJELASAN KELOMPOK PENYEBAB
00 PENYEBAB TIDAK/BELUM DIDEFINISIKAN
i 00.00 | Penyebab lain yang belum didefinisikan (nihil)
| 01 KELEMAHAN PENGAWASAN MELEKAT
| 01.01 | Pembagian wewenang dalam organisasi belum cukup jauh sehingga
masih terdapat transaksi atau kegiatan organisasi yang seluruh
tahapnya dikuasai oleh satu orang
01.02 | Pembagian wewenang dalam organisasi belum cukup jclas schingga
' | ada kegiatan atau kejadian dalam organisasi yang tidak jelas '
| | penangungjawabnya !
| 01.03 | Dalam organisasi tidak ada pembagian wewcnang dan tugas
' 01.04 | Kelalaian pejabat yang berwenang
| 01.05 | Kelemahan lain orgarnisasi
| 02 KELEMAHAN DALAM KEBIJAKAN /KEBIJAKSANAAN
02.01 | Kebijakan yang berlaku tidak jelas bagi para bawahan
02.02 | Kebijakan yang berlaku tidak dapat menjadi pedoman yang pasti bagi
| para bawahan
02.03 | Kebijaksanaan yang beralku tidak dikomunikasikan sccara lisan
maupun tertulis
02.04 | Tidak ada kebijakan yang digarisk an
02.05 | Kelalaian pejabat yang berwenang
02.06 | Kelalaian lain organisasi |
03 KELEMAHAN DALAM RENCANA
03.01 | Rencana kerja yang disusun tidak cukup luas sehingga belum '
mencakup seluruh kegiatan yang perlu dilaksanakan
03.02 | Hubungan kerja antara kegialan kegiatan yang direncanalan ldale
jelas dirumuskan sehingga tidak ada koordinasi diantara kegiatan-
kegiatan itu
03.03 | Sasaran yang akan dicapai tidak cukup jelas dirumuskan
03.04 | Sasaran yang akan dicapai tidak cukup dikuantifikasikan
: 03.05 | Tidak dibuat anggaran yang merupakan kuantifikasi moneter rencana
| kegiutan dan sasaran yang akan dicapai
, 03.06 | Tidak ada rencana kegiatan :
03.07 | Rencana kegiatan tidak cukup realistis
03.08 | Anggaran tidak culup realistis
03.09 | Kelemahan lain perencanaan
l 03.10 | Perencanaan tidak matang




KODE PENJELASAN KELOMPOK PENYEBAB i
| 04 KELEMAHAN DALAM PROSEDUR
| 04.01 | Prosedur yang ada tidak konsisten dengan kebijaksanaan yang perlu
| dilakukan
04.02  Prosedur yang berlaku disalahtafsirkan oleh pegawai sehingga
menyimpang dari tujuannya.
| 04.03 | Prosedur yang berlaku tidak dimengerti sehingga tidak dilaks anakan |
| 04.04 | Prosedur yang berlaku terlalu mahal dibandingkan dengan scsuatu |
| yang harus dijaga sehingga tidak dilal<sanakan
04.05 | Prosedur yang berlaku kurang terinci
04.06 | Prosedur yang berlaku tidak dapat menjadi pegangan bawahan
| karena tidak tertulis
04.07 | Prosedur yang berlaku tidak dikomunikasikan secara tertulis
maupun lisan
04.08 | Tidak terdapat prosedur yang diperiukan
04.09 | Kelemahan lain prosedur
05 KELEMAHAN DALAM PENCATATAN DAN PELAPORAN
05.01 | Pencatatan tidak diselenggarakan secara cermat sehingga kehilangan
keadaannya
05.02 | Pencatatan tidak dimutakhirkan sehingga kechilangan pcranannya
| sebagai alat pengawasan/pengendalian
05.03 | Pencatatan tidak memenuhi kebutuhan informasi untuk pengambilan
keputusan sehari-hari
05.04 | Tidak diselenggarakan pencatatan yang perlu
05.05 | Pelaporan tidak tepat waktu
05.06 | Pelaporan tidak disusun dengan cermat
05.07 | Pelaporan tidak disusun memenuhi kebutuhan pimpinan
05.08 | Pelaporan disusun dengan biaya mahal
05.09 | Pelaporan yang diperlukan tidak ada
05.10 | Kelemahan lain pencatatan atau pelaporan
| 06 KELEMAHAN DALAM PEMBINAAN PERSONIL
06.01 | Pegawai kurang mendapatkan supervisi (pengawasan} yang
diperlukan  (termasuk tidak dilakukannya pemeriksaan kas
Bendaharawan oleh Atasan Langsung dan pemeriksaan [isik atas
pengadaan barang/jasa)
| 06.02 | Supervisor tidak menyadari siapa yang harus diawasi dan apa yang
' harus diawasi '
06.03 | Penugasan/penempatan pegawai tidak tepat/sesuai dengan latar
belakang pendidikan
06.04 | Kelemahan lain pembinaan personil
| 07 | KELEMAHAN DALAM PENGAWASAN INTERN (INTERNAL REVIEW)
| 07.01 | Tidak ada Satuan Kerja atau pejabat yang diberi tanggung jawab
untuk mengecek jalannya sistem dan prosedur yang telah ditetapkan
' 07.02 | Satuan Kerja atau pejabat yang diberi tanggungjawab untuk menguji
: jalannya sistern dan prosedur tidak berfungsi dengan baik
07.03 | Kelemahan lain pengkajian intern
08 KELEMAHAN PENGAWASAN TERHADAP REKANAN
08.01 | Kelemahan Pengawasan Pimpinan Poyek
08.02 | Kelemahan Pengawasan Pimpinan Satker
09 PENYEBAB EKSTERN HAMBATAN KELANCARAN PROYEK
09.01 | Pekerjaan persiapan proyek dan perumusan proyek kurang mantap
i {survei dan desain tidak mantap)
09.02 | DIP terlambat diterima proyek
- 09.03 | Revisi DIP yang diajukan pimpinan proyek penyelesaiannya menjadi
i | berlarut-larut
| 09.04 | Tanah yang diperlukan proyek pcnyelesaiannya menjadi berlarut-
|

larut. ol | =
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09.05 | Tidak dapat dipcroleh tanah yang diperlukan proyek karena dana
tidak mencukupi atau tidak tersedia
09.06 | Penetapan rekanan manjadi berlarut-larut
09.07 | Perijinan atau persetujuan untuk memulai suatu kegiatan proyek |
menjadi berlarut-larut ’
09.08 | Sarana komunikas:i dan atau tclekomunikasi tidak mendukung
‘ kelancaran proyek l
09.09 | Rekanan yang  ditctapkan tidak mampu menvyeclesaik an |
! tanggungjawabnya
09.10 | Penyebab ekstern hambatan kelancaran proyek lainnya
09.11 | Rekanan mempunyai itikad kurang baik
PENYEBAB EKSTERN HAMBATAN KELANCARAN TUGAS POKOK
INSTANSI
16.01 | Instansi lain yang terkait kurang responsif |
10.02 | Sarana komunikasi dan atau telekomunikasi tidak mendukung
kelancaran tugas instansi |
10.03 | Revisi DIK yang diajukan pimpinan instansi penyclesaiannya |
| berlarut-larut ‘
10.04 | Rekanan yang  ditetapkan tidalk  mampu menyelesaikan
| tanggungjawabnya
10.05 | Perijinan atau persetujuan untulk memulai suatu kegiatan proyek
menjadi berlarut-larut
10.06 | Penyebab ckstern hambatan kelancaran tupoksi lainnya
10.07 | Pencairan dana pinjaman tidak tepat waktu atau tidak sesuai jadwal
kebutuhan
PENYEBAB KETIDAKLANCARAN PELAYANAN APARATUR
PEMERINTAHAN/ BUMN/BUMD
11.01 | Prosedur yang ditetapkan belum scderhana
11.02 | Masyarakat buta terhadap persyaratan yang perlu dipenulu dan
prosedur yang harus ditempuh
11.03 | Tidak ada batas waktu maksimum penyelesaian pelayanan
11.04 | Prosedur yang ditetapkan cuku banyak titik pertemuan pegawai
dengan masyarakat schingga membuka peluang pungutan liar
11.05 | Persyaratan yang ditetapkan berlebihan sehingga menyulitkan
permohonan pelayanan
11.06 | Tidak ada koordinasi antar instansi sehingga jelas siapa vang
berwenang meng:ambil kepulusan
11.07 | Penyebab lain l:etidaklancaran pelayanan =,

II1.Kode Rekomendasi Pemeriksaan
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KODE
| 0O REKOMENDASI TIDAK DIDEFINISIKAN
| 0000 | Rekomendasi tidak didefinisikan
| 01 REKOMENDASI BERSIFA FINANSIAL i
01.01 | Penyetoran kembali uang ke Kas ncgara
01.02 | Penyetoran ke Kas negara sisa beban sementara, pajak dan non pajak |
yang belum disetor atau mengirim SPT ke KPP yang di dalamnya
melaporkan pula kekurangan yang harus disetor.
01.03 | Penagihan dari pihak ketiga hak ncgara berupa pajak dan non pajak
dan penyetorannya ke Kas Negara atau mengirim SPT ke KPP yang di
dalamnya melaporkan pula kekurangan yang harus disetor |
01.04 | Penyetoran nang kembali ke Kas Daerah .
01.05 | Penyetoran ke kas daerah sisa bchan sementara, pajak dacrah dan |
| non pajak dacrah j
01.06 | Penagihan dari pihak ketiga hak dacrah berupa pajak dan non pajak

| -
daerah serta penyetorannya ke Kas Daerah . |
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01.07 | Penyetoran uang ke Kas BUMN/BUMD
01.08 | Penagihan dari pihak ketiga hak BUMN/BUMD dan pelunasannya
oleh pihak ketiga
01.09 | Pengenaan denda dan penyetoran denda ke Kas Negara/Kas
Daerah/Kas BUMN/BUMD
01.10 | Tuntutan ganli rugi terhadap pegawai dan penyetoran ganti rugi ke
Kas Negara/Kas Daerah
01.11 | Tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketiga dan penyetoran ganti rugi
ke Kas Negara/Kas Daerah
01.12 | Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai BUMN/BUMD dan penyetoran
ganti rugt ke Kas BUMN/BUMD
01.13 | Tuntutan perbendaharaan terhadap bendaharawan pusat dan
penyetoran ganti rugi ke Kas Negara
01.14 | Tuntutan perbendaharaan terhadap bendaharawan daerah dan
penyetoran ganti rugi ke Kas Daerah
01.15 | Tuntutan perbendaharaan terhadap pegawai penyimpan uang atau
| barang BUMN/BUMD dan penyctoran ke Kas BUMN/BUMD
01.16 | Penagihan dart pegawal hak/tagihan negara dan penyetorannya ke |
Kas Negara/Dacrah
01.17 | Penagihan dari pegawai BUMN/BUMD hak/tagihan BUMN/BUMD
dan penyetorannya ke Kas BUMN/BUMD
01.18 | Pembatalan pengeluaran yang tidak sesuai dengan mata anggarannya
dan penyetoran ke Kas Negara/Kas Daerah
01.19 | Pembatalan pengeluaran yang mclampaui anggarannya.
01.20 | Rekomendasi lain yang bersifat finansial
01.21 | Pengemballan Pungli kepada masyarakat
02 REKOMENDASI BERSIFAT DAPAT DINILAI DENGAN UANG
' 02.01 | Pengembalian barang milik negara
02.02 | Penyerahan barang/jasa sebagai realisasi kontrak kepada negara
02.03 | Rekomendasi lain yang bersifat dapat dinilai dengan uang
02.04 | Pengembalian bantuan yang dipotong kepada masyarakat
03 REKOMENDAS] BERSIFA HUKUMAN
03.01 | Pelaksanaan hukuman disiplin berdasarkan PP 30 tahun 1980
03.02 | Peiaksanaan hukuman disiplin berdasarkan peraturan lainnya
03.03 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung
03.04 | Penyerahan kasus tindak pidana umum kepada Kepolisian Negara
03.05 | Penyerahan kasus perdata kepada BUPLN
03.06 | Rekomendasi lain bersifat hukuman
04 REKOMENDASI BERSIFAT KEPUTUSAN ARBITRASE
04.01 | Penyerahan kasus perdata kepada Pengadilan Negerl
04.02 | Penyerahan kasus perselisihan kepada badan arbitrase
04.03 | Rekomendasi lain bersifat periunya ada arbitrase
05 REKOMENDASI] BERSIFAT PENEGAKAN PERATURAN
05.01 | Memperbaiki segera kegiatan atau keadaan agar sesual dengan
peraturan perundsng-undangan yang berlaku
05.02 | Memperbaiki segera kegiatan atau keadaan agar sesuai dengan
Prosedur atau tata kerja yang berlaku bagi organisasi termasuk
prinsip akuntansi yang lazim
05.03 | Membatallkan keputusan atau pelaksanaan kegiatan yang tidak
sesuai peraturan perundang-undangan atau prosedur dan tata kerja
yang berlaku
05.04 | Rekomendasi lain bersifat penegalcan aturan '
06 REKOMENDASI BERSIFAT PENINGKATAN KEHEMATAN
06.01 | Penyempurnaan organisasi pengadaan sumber daya
06.02 | Penyempurnaan kebijakan pengadaan sumber daya
06.03 | Penyempurnaan prosedur pelaksanaan pengadaan sumber daya




| dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi

r| LEKODESfS" 3% ey PENJELASAN REKOMENDASI
' 06.04 | Penyempurnaan rencana yang sudah ada mengenai pengadaan
‘ sumber daya _

06.05 | Penyempurnaan sistem pencatatan dan pelaporan dalam rangka |
meningkatkan efektivitas pemantauan atasan untuk pengaranhan dan

| tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses
| pengadaan sumnber daya

06.06 | Peningkatan mutu personil dan personil kunci yang terlibal dalam
proses pengadaan sumber daya

06.07 | Penyempurnaan proses perumusan kebijakan pengadaan sumber
daya |

06.08 | Penyempurnaan proses perencanaan pengadaan sumber daya |

06.09 | Penyvempurnaan sistem informasi pasar dalam rangka pengadaan
sumber daya

06.10 | Penyempurnaan proses pengarahan dan tindakan korektif oleh
atasan terhadap penyimpangan

06.11 | Penyempurnaan sistem evaluasi terhadap proses cdan Thasil

_ ' pengadaan sumber daya

| 06.12 | Penyempurnaan lain dalam proses pengadaan sumber daya agar
tercapai tujuan mendapatkan sumber daya dengan biaya terendah

| tanpa menurunkan pemenuhan [(ungsi dan kualifikasi minimum
| sumber daya dalam kedudukannyn sebagai untuk pencapaian tujuan

| | organisasi

| 07 | REKOMENDASI BERSIFAT PENINGKATAN KEHEMATAN

| 07.01 | Penyempurnaan standar masukan/keluaran atau |
masukan/keluaran bagian/bidang tertentu (pusat-pusal langgung
jawab)

07.02 | Penyempurnaan pemantauan atasan terhadap penyimpangan pusat
tanggung jawab dari standar dalam rangka meningkatkan cfcktivitas

| pengarahan atasan dan atau t(mdakan korektif atasan terhadap
penyimpangan dari standar terscbut

07.03 | Penyempurnaan unsur-unsur pengendalian (sarana waskat) dalam
rangka meningkatkan efektivitas pengendalian terhadap cfisicnsi

| | penggunaan sumber daya dan tata keria (dibandinglkan tata kerja
i lainnya yang mungkin) dalam menecapai tujuan organisasi.

07.04 | Penyempurnaan pelaksanaan pemantauan atasan terhadap
penggunaan sumber daya dan tata kerja untuk meningkatk an
keluaran dalam rangka meningkatkan eflektivitas pengarahan dan
atau tindakan korektil atasan terhadap keadaan yang menurunkan
efisiensi

07.05 | Penyempurnaan sistem evaluasi atasan terhadap efisiensi operasional |
pusat-pusat tanggung jawab dan eflisiensi operasional pusat—pusat!
tanggungjawab dan efisiensi tata kerja organisasi (dibandingkan tata

| kerja lainnya yang mungkin} dalam mencapai tujuan organisasi
secara efektif

07.06 | Penyempurnaan lain penggunaan sumber daya hasil yang diperoleh
dan tata kerja dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan
sumber daya dan tata kerja menghasilkan keluaran dalam mencapai

. tujuan antara atau tujuan organisasi secara efektif
08 REKOMENDASI BERSIFAT PENINGKATAN EFEKTIFITAS
08.01 | Penyempurnaan kuantifikasi keluaran organisasi
. 08.02 | Penyempurnaan kuantifikasi tujuan yang ingin dicapai organisasi |
' atan indikator kebcrhasilan organisasi

08.03 | Penyempurnaan kejelasan tujuan organisasi

08.04 | Penyempurnaan strategi mana jemen (kebijakan dan program pokok)
dalam mencapal tujuan organisasi secara efisien dan efektif

08.05 | Penyempurnaan alokasi sumber daya untuk meningkatkan efisiensi
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| 09

10

17

12

08.06

08.07

08.08

08.09

08.10

08.11

08.12

08.13

09.01
09.02
09.03

i0.01
10.02
10.03

1 W6l
11.02

11,98

12.01

12.02
12.03

12.04 |

Penyempurnaan unsur-unsur pengendalian (sarana waskat) dalam
rangka meningkatkan pengendalian terhadap efisiensi dan efelctifitas
pencapaian tujuan organisasi.

Penyempurnaan pelaksanaan pemantauan atasan terhadap
penggunaan sumber daya dan kegiatan mencapal tujuan dalam
rangka meningkatkan efektivitas pengarahan dan atau tiwdakan
korelctif atasan terhadap penyimpangan yang alian
menghambat /menghalangi

Penyempurnaan sistemm penilaian atasan terhadap penggunaan
sumber daya dan tata kerja mencapai tujuan dan terhadap tujuan
vang dapal dicapai untuk bahan masukan bagi pelaksana silklus
pengelolaan berikutnya

Penyempurnaan lain terhadap alokasi sumber daya, susunan sumber
daya dan kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan |
organisasi secara efisien dan efektil .
Penyederhanaan kerja (Work simplication) di bidang perijinan dan |
| rekomendasi instansi untuk penerbitan perijinan _
Penyecderhanaan kerja (Worle simplication) di bidang peclak sanaan
pelayanan sebagai tugas pokok instansi/BUMN/BUMD
Penyempurnaan penyebarluasan tata caradan persyaratan pcrijinan/
pelayanan kepada masyarakat

| Penyempurnaan koordinasi antar instansi dalam pelak sanaan |
pelayanan kepada masyarakat |

REKOMENDASI BERSIFAT PENINGKATAN PENGENDALIAN
MANAJEMEN

Penyempurnaan Perencanaan

Penyempurnaan Organisasi

Penyempurnaan Prosedur/Juklalk

REKOMENDASI BERSIFAT HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
Hukuman teguran lisan

Hukuman teguran tertulis

Pernyataan tidak puas secara teriulis

REKOMENDASI BERSIFAT HUKUMAN DISIPLIN SEDANG
Penundaan gaji berkala untuk paling lama satu (1) tahun

Pennurunan gaji sebesar satu kal herkala kenailkan gaj berkala untuk
paling lama satu (1} tahun

Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu (I) tahun

REKOMENDASI] BERSIFAT HUKUMAN DISIPLIN BERAT .
Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk |
paling lama satu (1) tahun |
Pembebasan jabatan

Pemberhentian dengan hormat tidalk atas permntaan sendiri sebagai

PNS
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PN§ MLy

IV. Kode Tindak Lanjut

r
|

KODE PENJELASAN TINDAK LANJUT
00 | TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI
(TPTD)

00.01 | Temuan pemeriksaan yang rekomendasinya cacat
00.02 | Temuan pemeriksaan yang tidak memadai
00.03 | Temuan pemeriksaan lainnya yang tidak dapat ditindaklanjuti

01 PELAKSANAAN TL BERUPA PEMASUKAN/PENYETORAN
01.01 | Penyetoran uang untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi/tuntutan

perbendaharaan yang telah ditetapkan
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01.02 | Penyetoran uang untuk melunasi kewa jiban membayar pajak dan non
pajak
01.03 | Penyetoran uang untuk menyelesaikan denda yang ditetapkan
01.04 | Penyetoran uang untuk menyelesaikan tagihan lainnya
01.05 | Pemasukan/penyetoran uang lainnya
01.06 | Penyetoran uang kecil dari yang seharusnya, karena kekeliruan |
perhitungan dalam rekomendasi
01.07 | Penyetoran uang atas rekomendasi non finansial (rekomendasi
administratif atac rekomendasi yang bersifat dapat dinilai dengan
lang)
02 PELAKSANAAN TL BERUPA PENYERAHAN BARANG/JASA
02.01 | Penyerahan barang/jasa dan penyelesaian pekerjaan yang kurang
menurut kontrak
02.02 | Penyerahan kembali barang yang lebih diterima
02.03 | Penyerahan barang/jasa lainnya
02.04 | Perbaikan atas pekerjaan fisik yang kurang sempurna
03 PELAKSANAAN TL SEDANG DALAM PROSES
03.01 | Keputusan tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan
03.02 | Keputusan denda
03.03 | Pembayaran sebagian tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan
03.04 | Pembayaran sebagian denda
03.05 | Pelaksanaan sebagian tindak lanjut lainnya berupa penyctoran
sebagian uang, barang/jasa yang ditetapkan
03.06 | Pelaksanaan tindak lanjut penyempurnaan kelembagaan yang masih
memerickan persetujuan
03.07 | Pelaksanaan tindak lanjut penycmpurnaan ketatalaksanaan dan
kepegawalan yang tahap-tahapnya belum selesal
04 PENYERAHAN KASUS KE BADAN HUKUM/INSTANSI YANG
BERWENANG
04.01 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi k epada Kejak saan Agung,
| Status Penyelidikan (LID})
04.02 | Penyerahan kasus tindak pidana k orupsi kepada Kejaksaan Agung,
Status Stop Penyelidikan (STOP)
04.03 | Penyerahan kasus tindak pidana lkorupsi kepada Kejaksaan Agung,
| Status Penyidikan (DIK)
04.04 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung,
Status Stop Penyidikan (STOP)
04.05 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung.
Status ke Pengadiian Negeri
04.06 | Penyerahan kasus tindak pidana lk orupsi kepada Kejaksaan Agung,
Status Penuntutan (T UNTUK)
04.07 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung,
Status Stop Penuntutan {(STOP)
04.08 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung,
Status Diputus -
04.09 | Peny= rahan kasus tindak pidana penggelapan kepada Kepolisian
04.10 | Penyerahan kasus tindak pidana pemalsuan dokumecn kepada
Kepolisian
04.11 | Penyerahan  kasus tindak  perdata kepada  Pengadilan
Negeri/Kejaksaan Agung/BUPN
04.12 | Penyerahan kasus kepada Badan Arbitrase
04.13 | Pelaksanaan tindak lanjut belum final lainnya
04.)4 | Penyerahan kasus ke Arbitrase
04.15 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung,
Status Banding
04.16 | Penyerahan kasus tindak pidana lkorupsi kepada Kejaksaan Agung,

| Status Kasasi_
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04.17 | Penyerahan kasus tindak pidana lkorupsi kepada Kejaksaan Agung,
Status Ernkraft (Kekuatan Hukum Tetap)

04.18 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status
Penyelidikan {LID)

04.19 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status

| Stop Penyelidikan (STOP LID)

04.20 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status
Penyidikan (DIK])

04.21 | Penyerahan kasus tindak pidana k orupsi kepada Kepolisian, Status
Stop Penyidikan (STOP DIK) ;

04.22 | Penyerahan kasus tindak pidana lcorupsi kepada Kepolisian, Status |
ke Pengadilan Negeri (ke PN)

04.23 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status |
Penuntutan {TUT)

04.24 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status
Stop Penuntutan (STQOP)

04.25 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status
Diputus (Diputus)

04.26 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status
Banding

04.27 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status
Kasasi

04.28 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kepolisian, Status
Ernkraft (Kekuatan Hukum Tetap)

04.29 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada KPK, Status
Penyelidikan {LID)

04.30 | Penyerahan kasus tlindak pidana korupsi kepada KPK, Status Stop
Penyelidikan (STOP)

04.31 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada KPK, Status
Penyidikan (DIK)

04.32 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada KPK, Status Stop

| Penyidikan (STOP DIK)

04.33 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada KPK, Stalus ke
Pengadilan Negeri (ke PN) _

04.34 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada KPK, Status |
Penuntutan (TUT)

04.35 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada KPK, Status Stop
Penuntutan (STOP TUT)

04.36 | Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada KPK, Status Diputus

| 05 PELAKSANAAN TL BERUPA TINDAKAN ADMINISTRATIF ATAU |

HUKUMAM DISIPLIN PEGAWAI

05.01 | Hukuman disiplin ringan berdasarikan PP 30 tahun 1980

05.02 | Hukuman teguran lisan

05.03 | Hukuman teguran tertulis

05.04 | Hulkuman teguran tidak puas secara tertulis

05.05 : Hukuman disiplin sedang berdasarkan PP 30 tahun 1980

05.06 | Penundaan gaji berkala untuk paling lama satu (1) tahun ,

05.07 | Penurunan gaji sebesar satu kali berkala kenaikan gaji berkala untuk |
paling lama satu (1) tahun |

05.08 | Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu (1) tahun

05.09 | Hukuman disiplin berat berdasarkan PP 30 tahun 1980

05.10 | Penurunan pangkat pada pangicat setingkat lebih rendah untuk
paling lama satu (1) tahun

05.11 | Pembebasan jabatan

03.12 | Pemberhentian dengan hormat tidak atas permntaan sendiri sebagai |
PNS

05.13 | Femberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

05.99 | Hukuman lainnva . ) =y
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PENJELASAN TINDAK LANJUT |

07.01
07.02

07.03

07.04

08.01

08.02
08.03

03.04

09.01

09.02
09.03

09.04

09.05

09.06
09.07

10.01

10.02

11.01

| organisasi dengan organisasi lain

| Penyempurnaan persyaratan penerimaan pegawai

PELAKSANAAN TL BERUPA PEMERIKSAAN KHUSUS
Pelaksanaan tindak lanjut yang mengangkat permasalahan menjadi |
pemeriksaan khusus

PELAKSANAAN TL. BERUPA PENYEMPURNAAN KELEMBAGAAN
Penyempurnaan pokok-pokok organisasi (struktur, tugas dan fungsi)
Penyempurnaan hubungan organisasi dengan organisasi lain berupa
penyempurnaan hubungan konsultatif

Penyempurnaan hubungan organisasi dengan organisasi lain berupa
desentralisasi, dekonsentrasi atau tugas pembantuan
Penyempurnaan lain pokok-pokok organisasi atau hubungan

PELAKSANAAN TL BERUPA PENYEMPURNAAN KETATALAKSANAAN
Penyempurnaan unsur-unsur pengendalian (sarana waskat) untuk
meningkatkan pengendalian kehematan, efisiensi, eficktivitas dan
ketaatan

Penyempurnaan tatalaksana berupa penyederhanaan prosedur
pelayanan aparatur pemerintah/BUMN/BUMD kepada masyarakat
Penyempurnaan tatalaksana berupa penyederhanaan tata kerja
untuk meningkatkan efisiensi kerja

Penyempurnaan lain tatalaksana

PELAKSANAAN TL BERUPA PENYEMPURNAAN KEPEGAWAIAN
Penyempurnaan penetapan formasi pegawai dan persncanaan
pegawai pada umumnya

Penyempurnaan seleksi pegawai dan cara pengadaan pegawai pada
umumnya

Penyempurnaan pembinaan karir pegawai (penempatan pertama,
tour of duty, tour of area, kenaikan pangkat, penghargaan
eselonisasi, jabatan fungsional)

Penyempurnaan kesejahteraan pegawai (pelayanan kesehatan,
pelayanan hak pegawai, pensiun) '
Penyempurnaan sistem infiormasi kepegawaian

Penyempurnaan lain kepegawaian |

PELAKSANAAN TL BERUPA DISERAHKAN KEPADA PERWAKILAN

| BPKP LAINNYA

lainnya
Pemantauan tindak lanjut diserahkan kepada BPKP Pusat

KOREKSI TL
Koreksi tindak lanjut

Pemantauan tindak lanjut diserahkan kepada Perwakilan BPKP|
i

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

Vo —

&VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

- 58 -



LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : | TAHUN 2021
TANGGAL: 4 Janwar 2021

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

A, MEKANISME
i. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

a. Persiapan

Sekretariat Inspektorat mempersiapkan bahan pemantauan tindak
lanjut hasil pengawasan berupa data temuan, penyebab,
rekomendasi hasil pengawasan dalam bentuk daftar inventarisasi,
berupa data Format TRTL I, TRTL II, RND, SND pada Tabel 5, 6, 7
dan 8.

b. Pelaksanaan

Inspektur menetapkan Tim Pemantau dan memerintahk an untuk
memantau tindak lanjut atas hasil pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

c. Pelaporan

i) Tim Pemantau melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut
hasil pengawasan kepada Inspeictur.

2) Inspektur melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada
Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

2. Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

a. Persiapan

Sekretariat Inspektorat mempersiapkan bahan pemutakhiran
tindak lanjut hasil pengawasan berupa laporan hasil pemantauan.

b. Pelaksanaan

1} Pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan dilaksanakan di
kabupaten/kota, provinsi dan nasional,

2) Pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan dikoordinir oleh
Wakil Gubernur.

c. Pelaporan

Hasil rapat pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan
kabupaten/ kota dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan
Menter1 Dalam Negeri;

B. SISTIMATIKA LAPORAN

1. Laporan terdiri atas 2 (dua) macam, vaitu laporan bentuk surat dan
bentuk bab.

2. Laporan bentuk surat berisi :

a. Gambaran secara umum pelaksanaan pemantauan/pemutakhiran
tindak lanjut hasil pengawasan;

b. Memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang
perlu diambil.
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3. Laporan bentuk bab

Sistimatika laporan hasil pemantauan/pemutakhiran tindak lanjut
hasil pengawasan sebagai berikut:

Bab 1 ; Pendahuluan.

1. Simpulan Hasil Pemantauan/Pemutakhiran tindak
lanjut hasil pengawasan.;

2. Saran;

Bab I : Uraian Hasil Pemantauan/Pemutakhiran tindak lanjut
hasil pengawasan;

1. Hasil Pengawasan Tahun Anggaran berjalan
2. Hasil Pengawasan Tahun-tahun sebelumnya.

Bab III  : Penutup



HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT
PADA SKPD LINGKUP PEMERINTALT ...

Tabel 1
REKAPITULASI TEMUAN, PENYEBAB, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

TAHUN PEMERTKSAAN ..o vveeevemns

RTii]
KODETEMIAN RODE PENYLBAR NUDE REROMEND ASI] K{')DET[EI.J’\I-E-W RATEGOR
o OBVER ]
Nhnw 1k st | " o1 | ce [ oa) or fos{os | oz | osfe 0 ['Tl" o 0 e e 8 el S ‘"'Tl.;m ot {02 | m3| oa| s | 0 | 07 ma | 0s 10 {HJ\L:[ o] e | | o] 4] 05| 06 | o7 f o8 e l’_":;'l slu|nju[s]=
TOTAL
R T N R ) S 5 8
TS RERIT, . s
Tabel 2
REKAPITULASI TEMUAN KERUGIAN DAN KE WAJIBAN SETOR KEPADA NECARA/DAERATL
HASIL PEMERIKSAAN INSPER TORAT .vovreevieerieiicnins
PADA SKPTY LINGEUDP PEMERINTATL . i ces ven s sen snmwns sns sns veme
TAHUN PEMERIKSAAN . .oieireimace

TRTL-II

_ KERUGIAN NEGARA/DAER AH KEW A IBAN SETOR KERUGIAN + KEWAJIBAN

, (?TB\"[‘.}S ML {0} JML NEGAR A/DAERAH {02y JML SETOR NEGAR ADAERALT

P} FEGE ':K . (@1} | NILAl| DITARIK SiSA 02 | NILAT| DITARIK S15A {01+02) | NILAI| DITARIK 515A

(Rp) | (Rp) | % [ {Rp)| "% ®Re) [ By % [®p)] % (Rpy | Rp) | % J(Rp)| %
T
WM AH -
InSpEREUN., G-
Srrzsbewrenrgrprrraccbbrifibbbiliiitdiien
Tabel 3

IKHTISAR KERUGIAN NEGARA/ DAERAH (07)
APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL

PADA SKPD LINGKUP PEMERINTAM .oriiivs am v ses vams

g [0 L Y E—

RND

1 Koryy Lot nupara Keruprian Sawrab Ketupian Newara) Eowratr
| Nomor & asala otakl i b g
Mt Obvek Pomerks saan DA & isieiy Nilar | Ditark | Sisa Nilai | Ditarik | Swa Nilai | Ditarik [ Sisa
Nol Tang goll HP & {Uratn Ringkas) : -
(Ip.) ey {Rp.) (R} (Rp) {Rp) (Rp) () ()
TOTAI a
|nspc'klur.
B e ]
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PADA SKPD LINGKUP PEMERINTAH

Tabeld

IKHTISAR KEWAJIBAN SETOR KEPADA NEGARA/ DAERAH (02)
APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL ... ccn e cines

NN e et sty =

SND
Kewajiban Setor kepada | Kewajiban Setor kepada | Kewajiban Setor kepada

Niomon & T v skl & Pelaku Negara Daerah Negara,/ Daerah

" ™ yek Pemeriksaz : (X
Ma| Turggal LHE (e Ringlad) Nilai | Ditarik | Ssa | Nilai | Ditarik| Sisa | Nilai | Ditarik | Sisa
®p) | ®p) | ®p) | ®p) | Red | ®p) | ®p) | ®Rp) | Rp)
TOTAL
Lispektur,

LGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMU

&/VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

=165 =




